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ABSTRAK

Dalam sejarah kontemporer Indonesia, periode 1945-1949 dikenal dengan
masa perjuangan fisik. Dalam terminologi Aceh, pada masa-masa ini pengabdian
Aceh terhadap republic dibuktikan dengan dijadikannya Aceh oleh Soekarno sebagai
modal bagi perjuangan Indonesia melawan sisa-sisa penjajahan. Selain hal tersebut,
dalam masa ini Aceh juga mengalami satu sisi sejarah penting yaitu kontak fisik
antara kekuatan ulama melawan kekuasaan uleebalang. Peran ulama sampai tahun
1949 suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena paska tahun 1949, kekuatan ulama
mulai digoyang kembali yang menyebabkan kekuatan revolusioner ini kembali ke
hutan untuk menentang republic. Fokus penelitian ini hanya dari peristiwa “Perang
Cumbok” dan berkuasanya ulama. Secara periodic penelitian ini berkisar dari tahun
1945 sampai tahun 1949.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kekasaan ulama-uleebalang di Aceh,
menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosil dan peran ulama-uleebalang
dalam peristiwa tersebut, menjelaskan kekuasaan ulama dalam dekae 1945-1949.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah : mengumpulkan
data dan sumber, Verifikasi sumber, dan menganalisa berbagai macam sumber
tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Belanda tidak lama menguasai
aceh, politik pasifikasinya dengan membenturkan kelompok stratifikasi social di Aceh
telah menimbulkan kecemburuan politik dan gejala dalam masyarakat Aceh.
Kedudukan Ulama dan adat berhasil dipangku dalam rangkulan kerajaan. Revolusi
social Aceh adalah perebutan kekuasaan dari Uleebalang oleh kaum Ulama dengan
memobilisasi massa. Dalam kendali ulama, pemerintahan dibangun atas dasar isu-isu
moral dalam mengembangkan daerah moral sebagai basis Republik Indonesia. Ulama
telah menunjukkan kesetiaan yang nyata terhadap republic, hal ini terlihat dalam
dekade 1945-1949.
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MOTTO
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« Padar havic i Kamic tubipy muduty mereha, dan berkeatalah
kepada Kami tangar merekar dan memberis kesaksiandab katki
merekas terhadap: apa yang dabudw mereka usahakan” {SAl-
WQuw'an, 36: 65)
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah yang pamjang Aceh tidak pernah luput dari konflik-
konflik yang secara kronologis dapat diurutkan sebagai benkut: Perang
melawan Belanda 1873-1914; masa Jepang 1942-1945; revolusi sosial serta
pengaruh ulama 1945-1949; DI/TI1 1953-1962, Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) 1978-sekarang. Dalam rentetan waktu tersebut, peristiwa-peristiwa
kecil lainnya masih dapat diidentifiksikan dalam pilihan-pilihan kecil seperti
kasus DOM, kekerasan PEMILU dalam masa Orde Baru.

Konthk-konflik sudah terlalu banyak menimbulkan korban jiwa. Perang
Aceh-Belanda yang dimulai sejak 6 April 1873 sampai dengan 1914 telah
memmbulkan korban dari pithak Belanda dan Aceh. Di pihak Belanda tewas
37.500 orang dan dan pthak Aceh sebanyak 70.000 orang, atau korban perang
kedua belah pithak tewas sebanyak 107.000 orang dan belum lagy ditambah
yang luka-luka sebanyak 500.000 orang.' Revolusi sosial telah menewaskan
1500 anak negeri Aceh. Peristiwa ini dikcnal dengan “Perang Cumbok™. Dalam

peristiva 1l kaum ufeebafangz dituduh mengembalikan kekuasaan Belanda.

Yo Lihat, The Dutch Colonial War in Aceh, (Banda Aceh; Pusat Dokumentasi dan
Informast, tahun 1977), him. 251.

? Uleehadang merupakan kata majemuk dari dua kata {Jee dan Bulang, {lee berarti
kepala dan balang adatah “Kayu Pengual™, kalau diarlikan secara ettmclogis {Heehalmiy adalah
Ujung Tombak, A.K. Jakobi mengartikan {Neehalang sebagai umara, pengeriian ini dijelaskan
untuk membedakan dua kepemimpinan antara ulama dan umara, dalam pengertian A.K. Jakobi
konflik antar Ulama dan Uleehalang adalah konflik Ulama-Umara, untuk lebih jelasnya lihat
Teungku A K. Jakobi, Acesr Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekacn 1943-
1949 dan Peranan Tewkn Homid Anwar sebagai Pejuang, (Jakarta: Gramedia, tabun ]998).
hlm. xxiv. Gelar Uleebaiang semula berarti “Kepala Nanggro (negen)”, Masyarakat Aceh juga
banyak menyebut kaum bangsawan yang biasanya menyandang gelar Teuku {disingkat T).

]
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Perisriwa Darul Islam tahun 1953-1962, menimbulkan korban 4000 jiwa. Apa
vang terjadi di Aceh bukan sekedar tragedi lagi, melainkan itu, suatu sejarah
statistik. “One man death is a tragedy, Million death is a statistic”, demikian
ungkapan Nikita Khruschev.?

Dalam menjelaskan pergolakan Aceh terutama dalam era 1945-1949,
1953-1962, para peneliti telah memunculkan beberapa teorn dalam melihat
kasus Aceh. Teon pertama menilai bahwa pergolakan di Aceh lebih disebabkan
oleh konflik di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat Aceh scndin.
Tafsiran model ini dipengaruhi oleh asumsi bahwa perkembangan politik pada
awal kemerdekaan pada dasarmya merupakan kelanjutan dari kehidupan politik
masa lalu. Pohtik tersebut didominasi oleh pertikalan antara ulama dan
uleebalang. Wertheim melukiskan perselisihan tersebut dengan ungkapan “apa
yang dipelihara oleh tata aristokrasi lama dintegraskan ke dalam tata sosial
baru”. Riak pertikaian ini menjadi rentetan panjang dalam scjarah Aceh.”

Teori kedua, Herbert Feith menilai bahwa pergolakan Aceh di samping
adanya konflik Ulama-Uleebalang, konflik tingkat elit politik nasional antara
partai Masyumi dan PN! juga ikut berperan dalam pergolakan tersebut.
Pengecilan peran Masyumi dalam kabinet Ali Sastoamidjojo dianggap sebagai
pengecilan per.a-n Islam. Dalam tafsiran 1ini, pergolakan diithat sebagai
ungkapan aspirasi Islam dan dihubungkan dengan turun naiknya pengaruh

Masyumi dalam pemerintahan. Teori ketiga, melihat pergolakan sebagai

sedangkan ulama digelar Tengku (disingkat Tgk), kemudian istilah Tengku juga merupakan
panggilan familiar yang berarli “Saudara” Lihal juga buku Nazaruddin Syamsuddin.
Pemberontakan kawm Republik Kasus Daril Istam Aceh, (Jakarta: Grafiti tahun 1990), him_ 2.

3 Al Chaidar, dceh Rersimbah Daral, (fakarta:: Pustaka Al Kautsar tahun 1998), hilm. 1.

% Sjamsuddin, Pentberontakan Kaum Republik. flm. 3.
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konfik antara daerah dan pusat, sentralisme menjadi i1su utama dalam
pergolakan ini.”

Dari tiga teon di atas, teon pertama manjadi fokus utama dalam
penelitian 1n1, hal im disebabkan karena motif-motif pertikaian antara ulama
dan uleebalang harus dyelaskan secara konprehensif untuk mengetahui
problem ke-Aceh-an ini. Revolusi sosial atau ‘Perang Cumbok™ itu sendiri
terjadi pada Desember dan lanuari 1945-1946, vang dalam sejarah dikenal
dengan konflik ulama-uleebalang. Dalam periode 1945-1949 1ini, ulama
berperan dalam kekuasaan.

Dalam sejarah komtemporer Indonesia, periode 1945-1949 dikenal
dengan masa perjuangan fisik. Dalam terminologi Aceh, pada masa-masa ini
pengabdian Aceh terhadap republik dibuktikan dengan dijadikannya Aceh olch
Soekarno sebagai modal bagi perjuangan Indonesia melawan sisa-sisa penjajah.
Selain hal tersebut, dalam masa i Aceh juga mengalami satu sisi sejarah
penting vaitu kontak fisik antara kekuatan ulama melawan kekuasaan
uleecbalang. Peran ulama sampai tahun 1949 suatu hal yang menark untuk
diteliti, karena paska tahun 1949, kekuatan ulama mulai digoyang kembali
yang menyebabkan kekuatan rtevolusioner i kembali ke hutan untuk
menentang republik.  Fokus penelitian i1 hanya dan peristiwva  “Perang
Cumbok™ dan berkuasanya ulama. Secara periodik penelitian ini berkisar dari

tahun 1945 sampai tahun 1949,

* i, him. 4.



dan mempunyat kemahiran dalam bidang pemerintahan, mendapat tantangan
dari ulama.

Dalam penelusuran faktor-taktor tersebut, revolusi sosial sebagai
polarisasi  politik ulama-ulecbalang dapat diidentifikasi dalam beberapa
masalah. Pertama, latar belakang terjadinya revolusi sosial Aceh Kedw,
revolusi sosial dan perebutan kekuasaan antara ulama dan uleebalang. Keiga.

Aceh dalam kekuasaan para ulama pada masa 1945 sampai dengan 1549.

Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah persoalan revolust sosial di Acch sebagai
polarisasi politik ulama-uleebalang dengan rumusan masalah dalam bentuk
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya revolusi sosial di Aceh ?

2. Bagaimana teradinya perebutan kekuasaan antara ulama dan uleebalang di

Aceh ?

[ )

Bagaimana ulama merath kekuasaan dan berkuasa dalam dckade 1945-

1946 7

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian i adalah:

1. Menjelaskan begaimana tentang kekuasaan ulama-uleebalang di Aceh.

2. Menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosial dan peran ulama-
uleebalang dalam peristiwa tersebut.

"

3. Menjelaskan kekuasaan ulama dalam dekade 1945-1949.
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Kegunaan penelitian ini diharapkan:

1. Memberikan sumbangan untuk khazanah informasi tentang sejarah Acch
khususnya tentang revolusi sosial Aceh dan polarisasi politik  ulama-
uleebalang periode 1945-1949,

2. Sebagai Sumbangan pemikiran dalam penyelesaian rentetan konflik d

Aceh dewasa ini.

Tinjavan Pustaka

Tidak mengherankan kalau kajian mengenai Aceh banyak diminati para
lmuwan. Para ilmuwan seperti Cornelis van Dik, J. Kreemer, Audrey R.
Kahin, sangat bermnat dalam masalah Aceh. Audrey R. Kahin secara jelas
menyebutkan bagaimana peran ulecbalang dalam birokrasi Belanda, dalam
kajian ini Kahin menerangkan peran celfbestuurder dart Landschan lembaga
untuk uleebalang dan pemberian gaji bagi mereka.”

Kepustakaan lainnya, Prof. lbrahim Alfian seorang sejarawan Acch
melukiskan semangat perang Aceh (Prang Kaphe) dalam bukunya Perang di
Jalan Allah, Aceh 1873-1912. Scmangat perang ini dalam penjelasan Alfian
lebih disebabkan oleh mistifikasi hikayat Perang Sabil.*

Teori-teort pergolakan Aceh 1953-1962 oleh Nazaruddin  Sjamsuddin
dijelaskan secara terperinci dalam bukunya “Pemberontakan Kaum Republik,

Kusus Dartd Islam dceh”™ Teorl konflik ulama-uleebalang sebagai faktor

7

1990).

% T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalun Allah, Aceh 1873-1912, (Yogyakarta: Disertasi
UGM 1981), him, 83-180.

Audrey R. Kahin, Pergolakan Dacrah Pada Awal Kemerdekaan, (Jakarta: Grahidi



penyebab pemberontakan bisa dijadikan acuan dalam langkah penelitian
selanjutnya. Buku ini memfokuskan pada peristiwa DUTIl Aceh, di dalamnya
sedikit menggambarkan tentang revolusi sosial, mamun peran-peran ujama-
uleebalang dalam pergolakan ini menjadi bahasan dalam buku ini. Pendekatan
sosial-politik  yang dipakai penulis dapat dijadikan sampel penehitian
selanjutnya.

Cornelis van Dijk dalam bukunya “Rebellion under the Banner of Istam
(The Darul Islam in Indonesia)” yang diterjemahkan menjadi Darul Islam,
Sebuatr Pemberontakan,” menjelaskan motif-motif terjadinya revolusi. Dalam
anggapannya, revolusi sosial Aceh tidak bisa dilihat hanya dalam kapasitas
konflik adat dan agama, tetapi motif-motif politik, sosial dan ckonomi harus
dicermati secara utuh. Di samping itu juga motif ideologis sebagai alat untuk
mencapai tyuan gerakan. Motif-motif tersebut saling terkait satu dengan
lainnya. Buku inmi merupakan kepustakaan mengenai Aceh yang tak dapal
ditinggalkan.

Secara khusus buku biograti yang ditulis oleh Tengku A.K. Jakobi,
Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklumasi Kemerdekaan [945-1949
dan Peran Tevku Hemid Azwar Sebagai Pejuang, memihiki nuansa berbeda
dibanding dengan buku biografi lainnya tentang kepahlawanan tokoh
perjuangan. Buku ini di samping menceritakan silsilah keluarga, pengalaman
masa kecil, pejuangan awal kemerdekaan, dan kiprah di dunia pengusaha, sarat

dengan sejarah lokal tentunya juga dalam tinjauan perspektif lokal.

® Dijk, Darul fsfcan hlm. 259,



bagaimana kemerosotan Uleebalang, perlu dianalisis dalam suvatu pendekatan

politik.

1.

(8

Berkaitan dengan hal di atas, penulis akan beberapa langkah:

Penulis mengumpulkan data dan sumber sebagai langkah pertama.
dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan-bahan dokumen-
dokumen yang ada, walaupun penulis kesulitan dalam menemukan sumber-
sumber primer namun akan meneliti data dant dokumen-dokumen, koran-
koran, majalah, dan siaran pemerintah pada masa tersebut.

Penulis melakukan venfikasi sumber, dokumen-dokwumen nasional tentang
respon terhadap revolusi sosial di Aceh, perbandingan koran daerah dan
lokal, sumber-sumber sejarah lokal dan perspektif lokal. Kemudian penulis
juga membandingkan dengan pengakuan penulisan sejarah lainnya seperti
tulisan bekas Gubernur Sumatera Timur S.M. Amin dan penulis-penulis
lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan kritik sumber baitk intem maupun
ekstemn.

Langkah ketiga, penulis menganalisa berbagai macam sumber tersebut
Bagaimana perjalanan kekuasaan Ulama-Uleebalang dari sumber-sumber
yang didapatkan. Bagaimana kedua unsur tersebut membagi kekuasaannva
akan disintesakan berdasarkan fakta-fakta yang menyebabkan terjadinva
peristiwa revolusi sosial Aceh dalam sumber tersebut. Interprestasi ini
nantinya akan memunculkan suatu kesimpulan tentang peristiwa revolusi

sosial itu



4. Penults dalam langkah keempat, menjelaskan secara kronologis paparan
penulisan sejarah revolust sosial Aceh sebagai polarisasi politik ulama
uleebalang  1945-1949  sebagai langkah dalam penulisan  sejarah

(historiografi).

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian dalam bentuk skripsi ini mempunyai lima bab, bab pertama
adalah pendahuluan, di dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah
penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
tinjauan pustaka, metode penelitian dan pendekatan sistematika pembahasan.

Hasil penulisan selanjutnya disajikan dalam tiga bab sabagal satu
kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pada bab kedua
dijelaskan latar belakang terjadinya revolusi sosial di Aceh. Bab ini
menjelaskan sejarah perjalanan kekuasaan antara Ulama-Uleebalang pada masa
kolomalisme Belanda, politik pasifikasi Belanda terhadap rakyat Aceh, model-
mode! polittk Jepang dalam memandang dua kekuatan ini, dan bagaimana
fungsi dua kekuatan tersebut pada kolomalisme Belanda.

Bab ketiga dilokuskan pada peristiwa revolusi sosial itu sendiri. Dalam
bab in akan dibicarakan bagaimana berita kemerdekaan Republik Indoncsia
dan status pcmerintahan Aceh, kemudian dijelaskan juga tentang “Perang
Cumbok™ yang merupakan perlawanan terhadap Uleebalang dan bagaimana
cara Ulama mangambil alih kekuasaan Uleebalang.

Bab keempat difokuskan pada pembahasan kekuasaan Ulama, di smu

akan dijelaskan bagaimana peran Ulama dalam revolusi sosial di  Acch,



BAB II
LATAR BELAKANG PERPECAHAN KEKUATAN
ULAMA-ULEBALANG

Politik Pasifikasi Belanda

Dalam menghadapi dan membendung gerakan politik vang menentang
kekuasaan kolonial di Aceh, pemerintah Belanda memainkan paran adat lewat
kekuatan lembaga adat (pemerimahan uleebalang) sebagai perantara dan
alatnva. Model pendekatan mi jelas dapat terlihat bila kita telesuri laporan
Gubernur Aceh pada waktu itu, Van Aken (1933-1936).' Lebih jelasnya
laporan tersebut sebagai benkut:

~...Selama kita dapat menggunakan pemerintahan adat dengan sebaik-

baikn_va,a selama ity pula kita dapat mengekang perakan-gerakan

politik™.~

Sekian  puluh  tahun  perang  Aceh (1873-1912), vyang telah
menghancurkan tidak hanya kekuatan Aceh tetapy juga kekuatan kolonial,
dalam tindakan selanjutnya Belanda membuat garis kebijakan vang lebih hati-
hatt dan memakai poltik devide er impera untuk menundukkan kekuatan
perang di Aceh.

Selama peperangan di Aceh telah menghasilkan 11.000 orang Acch
terbunuh olch Belanda pada tahun 1903, dan 6.000 orang pada tahun 1908.

menjelang tahun 1913, setelah jatuhnva korban sebanvak 3.000 orang, dua sisa

pusat perlawanan Aceh telah dapat dipatahkan Belanda. Yaitu pusat-pusat

" ~Polvieh Politional. Verslag betreffende her gewest Atjeh onder Hoorigheden gedurende
het jaar 19937 Maily No. 374 gef 34 (terjemahan Aboe Bakar Aceh, editor T hrahim Altian).

? bid.



perlawanan vang dipimpin oleh Tengku-Tengku di Tiro daerah Pidie dan
Tengku Mata Le di Keumerutoe.”

Tragedi tersebut tidak menyebabkan surutnva semangat perang rakyat
Aceh, secara berkala orang-orang vang berkumpul dengan ulama menggalang
kekuatan  dengan svair-svair  perang  swhil. Hikavat  perang  sabil yang
membangkitkan semangat berjuang di jalan Allah jika mati syahid. menjadi
obat pembangkit semangat untuk berperang.*

Belanda dalam menvelesaikan persoalan ini dengan memakar dua cara.
Pertama, memecahkan Agefr Probleem  dengan sistem  politik  mendukung
uleebalang, Kedua, memakar senjata untuk memerangt kekuatan-kekuatan
“sakit jiwa” vang dipelopori oleh ulama dengan memakai kekuatan senjata.
Belanda memakai pohitik pasifikasi untuk menghadapi dua kekuatan di atas,
sejak inilah polansasi kekuatan ulama-uleebalang secara historis  dapat

ditelusurt.

f. Pengertian Politik Pasifikasi

Pasifikasi secara etimologis adalah “hutang-hutang vang harus
dibavar”. Politik pasitikst adalah lanjutan gagasan yang dikemukakan oleh C.
Snouek Hurgronje vaitu suatu pohtik vang menunjukkan sikap damai melalw
berbagai usaha yang mengacu ke arah akomodasi dan berusaha menjauhi sikap

konfrontasi.’

TAathony  Reid, Pafuangarr Rokvar Revoluse dan Hancurnva  Kerajoan of Swinaverd.
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 19831 hal 32

*Toid, hal. 35.

" Di Indonesia politik vang sama diterapkan juga oleh Belanda pada akhir abad ke-19.
pofitik ini lebih dikenal dengan “politik etis”. vaitu suaw upaya keras memberikan kontribusi



Dalam rangka politik pasifikasi im, Pemernintah tlindia Belanda
melakukan beberapa uwsaha. D1 antaranva dengan jalan  meningkatkan
kecerdasan rakvat, terutama anak-anak uleebalang vang bersedia menghentikan
perlawanan dan menyerahkan diri kepada Belanda dengan memberikan
pendidikan barat. Dengan politik im1 pthak Belanda mulat memperlihatkan
sikap lunak kepada masvarakat Aceh. Untuk mengamankan Aceh, mereka
tidak lagr bertindak hanva dengan mcngandalkan kekerasan, tetapi juga dengan
usaha-usaha lain vang dapat menimbulkan simpati rakyat.

Pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa jika ekonomn daerah
dan ekonomi rakyat maju, maka penghidupan rakvat akan menjadi lebth baik
dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban daerah akan lebih
terjamin. Dengan demikian diharapkan rakyat Aceh tidak lagi memusuhi atau
memerangi Belanda dan rakvat akan dapat melupakan penderitaan yang
mereka alami akibat berperang dengan Belanda dalam waktu vang terlalu
larna.”

Peristiwa ke arah perbaikan ekonomi dalam rangka politik pasifikasi di
Aceh, sebenarnya sudah dimulal pada masa Gubemur sipit dan mliter Van

Heutsz (1898-1904), berbarengan dengan politik keras yan dilaksanakannya,

positif bagi tercapainva kesejahteraan penduduk pribumi dengan berbagal cara: ingasi,
pendidikan, dorongan untuk fasilitas kredit rakyat. dan penyuluhan dalam bidang pertanian.
Mengenai lamanya “poliik ens” ini terdapat beberapa pendapat: ada, vang menvatakan
berakhir sampar tahun 1913, ada yang berpendapat samapai tahun 1942, dan ada pula yang
herpendapat bahwa. tahun 1920-lah masa berakhimya polink etis. Untuk lebih jelasnya
mengenai politik etis it lihat W.F. Wenheim, Masvarokar lndonesia dalam Transisi, Studi
Pernbalicm Sosial,  (Yogyakarta: Tiara Wacana. tahun 1999), hal. 70. dan libat juga H. Aqb
Suminto. Politk Istam Hindia Belindda. (Jakarta; LP3ES. 1985). hal 101,

" Rusdi Sufi, ~Pasifiksi dan Pertumbuban Ekonomi di Aceh”. Afakaloh Seminar Sejarah

Nusional 117 i Yogvakarfa, (Yogyakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudavaan, 1983).
hal. 2.



tetapi  intensifikasinya baru dijalankan di  bawah pemerintahan Gubernur
H.N.A. Swart (1908-1918). Swart, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan vang
dilakukannva berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan dan kemajuan
ekonomi di Aceh  Politik “keras™ yang dianut oleh penguasa-penguasa
sebelumnya (Van Heutsz, Van der Wik dan Van Daalen), mulai
dikesampingkan. [a berusaha untuk mendekati rakvat dengan memperlihatkan
saling damai dan bijaksana. Berkat uang dan tndakan-tindakan vyang
bersahabat dalam bentuk pembenan hadiah-hadiah, tunjangan-tunjangan dan
bintang-bintang jasa kepada sejumlah uleebalang, Swart berhasil meyakinkan

dan mengikut sertakan mereka untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi

di Aceh.’

2. Kedudukan Uleebalang Dalam Politik Pasifikasi Belanda

Kaum uleebalang menjadi dasar kebijaksanaan kolonial Belanda di
Aceh, analisis Gubernur Goedkart tentang situasi tahun 1928 menggambarkan
pentingnya Belanda mendekati uleebalang. Lebih lebih jelasnva Goedkart

menvatakan:

“Untuk memberi kesan yang baik, pertama-tama yang perlu kita
ingat 1alah bahwa kekuatan kita di Aceh selain dari kekuatan senjata,
terutama sekali tergantung kepada para wleehalang. Melalui mereka
dan dengan merekalah kila dapat mengusai rakvat itu. Tanpa mereka
kita akhirnya tidak akan tercapai apa-apa di Aceh™"

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijaksanaan-kebyaksanaan

politik pasifikasi  pemerintahan Belanda berbeda-beda, para pemimpin adat

" Ibid, hal 3

Y Momis, dceh Revolusi Sosiad dem Pondangan Islam, (Jakarta: Pusiaka Utanme Grafiti.
1989). hal. 90-91.



(kelompok) uleebalang ada vang memusuhi kehendak Belanda, disamping juga
ada vang terus melakukan perlawanan. para pemimpin agama (ulama) ada vang
berdiam diri saja. ada pula vang mengikuti uleebalang belajar pada
pemerintahan Belanda dan juga ada yang terus mengangkat senjata.”

Namun ketika politik pasifikasi dilaksanakan secara intensif, sebagian
besar uleebalang dari sekitar 100 orang, telah berdamai dengan Belanda dan
bersedia menanda tangani perjanjian  singkat yang antara lain  berisi
menyatakan tunduk serta mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah mereka.
Para uleebalang vang telah tunduk, dilibatkan bekerja pada struktur birokrasi
Belanda dengan diangkat secara resmi sebagal Zeltbestuurder dan landscha
atau kenegerian masing-masing dan diberi gaji oleh pemerintah Belanda. '

Terdapat kondradiksi di dalam persepsi Belanda mengenai uleebalang:
persepsi i juga mengakibatkan adanva kondradiksi dalam kebijaksanaan
kolonial. Di  satu pihak, uleebalang dianggap sebagar penguasa adat.
Sebagaimana diketahui mereka adalah mewakili kesinambungan tradisi Aceh
yvang sesungguhnya, bertentangan dengan aspirasi kaum ulama, Belanda iebih
condong memulihkan keunggulan tradisional uleecbalang. Pada satu sisi
Belanda memperkuat kekuasaan uleebalang dengan memberikan jaminan masa
Jabatan vang tidak pernah terjadi sebelumnya. Modemisasi birokrasi

diperkenalkan kepada uleebalang dengan pembagian kekuasaan vang jclas

? Tlorahim Alfian. “Sejarah Perang di Aceh™ dalam Sartono Kartodirdjo (ed) Sejewrciby
Perfesvanumn-Perlinvgmem Telendap Rolonialisme. (Jakarta: - Depestemen  Pertahanan  dan
Keamanan Pusal Sejarah ABR1, 1973). hal. 26.

Ysuf, Pasifikasi denr Pertnmbuhan Ikonomi, hal 3.



sesuai wilavah masing-masing tanpa harus ada persengketaan mengenai hak
wilavah masing-masing, '’

Penguasa Belanda membantu memperkuat penguasa uleebalang 1ni
dengan membenkan jaminan masa jabatan vang tidak pernah terjadi
sebelumnya. Pada sisi lain, kebijaksanaan Kkolonial mengubah kedudukan
ckonominya, mencabut cengkraman kekuasaan mereka terhadap arus barang
vang keluar-masuk wilavah mereka. perdagangan dan pengumpulan bea cukai
atas barng-barang demi kepentingan pemerintah, tetapi mereka mendapat gaji
tetap dari pemerintah. Uleebalang tidak bisa lagi mendapatkan kekavaan
dengan jalan mengusai mekanisme dan pemasaran tanaman maga (cash crops).
Akibatmya uleebalang terpaksa mencan-cari dalam wilayahnya sumber-sumber
pendapatan baru untuk menambah gaji mereka. Sumber baru vang terpenting
adalah pemilikan dan pengusaan tanah-tanah persawahan.  Akibatnva,
pemilikan tanah itu semakin terpusat di tangan para uleebalang, terutama di
daerah lumbung padi Pidie, dan perkembangan ini memperburuk hubungan
antara kepala daera (uleebalang) dengan kaum tani.'”

Meskipun dalam beberapa hal politik pasifikasi ini dapat dikatakan
berhasil, tetapt pthak Belanda tidak pernah mengalami masa damai vang
sesungguhnya di daerah Aceh. Hal i dapat dilihat dalam pembaruan pola

eerakan kaum oposisi yang dipimpin oleh ulama.

" Moris, deeh: Revolusi Soxial, hal, 91
"2 Ibid, bal. 93,



Ulama Sebagai Kekuatan Oposisi

Kejatwhan kesultanan  Aceh  dan  tunduknva kekuatan ulecbalang
terhadap kolonialisme Belanda, membual tampilnva ulama sebagai pemegang
kendali panji-panjt perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Kegagalan para uleebalang dalam mempertahankan wilavahnva dar
gempuran susulan dari pihak kolonial, schingga menjadi hubungan antara
ulama dan ulccbalang retak dan renggang.® Di samping problem tersebut.
kedudukan uleebalang  sebagai  administrator  pada  zaman  kolomal
menyebabkan mercka memadi sasaran kebencian rakyat. Akan tetapi jauh lebih
penting dalam menentukan sikap terhadap uleebalang, adalah kenvataan sistem
peradilan yang seragam itu di seluruh daerah bersandar pada keterkaitan vang
dipaksakan antara vang dianggap Belanda sebegai suatu kesatuan simbolis adat
vang berdin sendiri dan pengembangan uleebalang sebapai “Penguasa Adat™.
Keterkaitan vang dipaksakan itu menghasilkan relief vang tegas dan satu
konflik yang sebelumnya dikatakan oleh orang-orang Aceh sebagal tidak
memiliki arti, yaitu suatu konflik antara adat dan hukum slam. ™

Persoalan diatas bagi ulama bertambah ruwet ketika harus menghadap
modernisasi vang dicetus oleh Belanda di era 1920-an dengan sistem
pendidikan barat, dan proses modernisasi pendidikan ini hanva dinikmati oleh

anak-anak ulecbalang. Taufik Abdullah menggambarkan keterkejutan ulama

dalam  menghadapi  perubahan-perubahan  barat  vang  meyebabkan

* Muhammad Said, Aceh Sepertjenng Abaed, (Medan: hanan Waspada, 1085), hal. 25-26.
" K ahim, Pergolaken Daeraly Pade, Awal Kemerdekaon, (Jakarta: Grafiti, 1989), hal. $9.



pengembangan sumber dava ulama harus dicart jalan  keluar untuk
mencerdaskan  kaumnva.”  Doktrin  bahwa mengikuti  “program-program
kekafiran, berarti dia adalah kafir™, menyebabkan ulama harus merubah pola

oerakan dari pola bersenjata ke pola memperbaiki pendidikan, '

1. Ulama dan Reformasi Pendidikan Agama

Para ulama yang muncul sebagai pemimpin perubahan, dapat dikenali
sebagai tokoh-tokoh terkemuka setempat, gerakan pembarvan [slam vang
tersebar di seturuh duma Islam pada awal abad ke-20. Islam reformis di Aceh
membentuk  organisasi PUSA  (Persatuan Ulama-Ulama Seluruh Aceh) pada
tahun 1939, vang mewakili puncak usaha menvegarkan kembalt pendidikan
agama. Pada akhir tahun 1920-an, sekolah-sekolah baru yang disebut dengan
madrasah didinkan, model pendidikan ini memadukan pendidikan agama yang

bersifat tradisional.'”’

" Taufk Abdullah, (ed). Agama e Perwbedhan Sosial, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
hat. 158-170.

" Fenomena ini merupakan fenomena sosiologis di Indonesia, fenomena sosilogis ini
hanya dapat dijelaskan bila dihubungakan dengan cerita ulama yang mencintai kemerdekaan
serta kebencian mercka terhadap otoritas kolomal dan waya hidupnya. Lihat Ahmad Syafii
Maant, Srwdi dan Masaloh Kenegaraan St Teniang Percanranr Dalam  Kenstitenite,
(Jakarta: LP3ES. 1996), hal. 54.

7 Kahin, Pergolakan Dacrap. hal. 95 Ahmad Syafii Ma'arif menggambarkan gerakan
modemis [slam abad ke-20 telah memunculkan organisasi Muhamumadivah. Persis (Persatuan
Islam), Al-irsyad dan Serikat Islam. Lihat Ahmad Syafii Ma'anf. Istam don Masalaf
Kenegaracn ..., hal. 69, Apakah reformasi pendidikan di Aceh mempunvar keterkaitan dengan
gerakan organisasi tersebut? Pergerakan Nasional vang pada mulanya muncul di Jawa iahun
1908 dalam waktu relatif singkat telah bergema pula di Aceh. Sarikat Islam (SI) merupakan
organisast kebangsaan yang pertama didirikan di Aceh. Pada mulanya SI mwncul di Tapak
Tuan {Aceh Selatan) tahun 1216, kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh.
seperti Aceh Besar, Pidie. Aceh Utara, Aceh Timur dan lain-lain. Muhammadiyah pada
mulanya masuk ke Kutaraja pada tahun 1923. dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadivah
ranting Betawi. S-Djaja Soekarta, vang pindah ke Aceh dan bekerja pada Agefs Troms. Tahun
1927, dengan bimbingan AR Sutan utusan dan Pimpinan Pusat Muhammadivah. berdirilah
cabang Muhammadivah Kutaraja dibawah pimpinan R.O. Armadinata. dokter gigi sebagai
Consul Hooflbestuur - Muhammadiyah yang  pertama untuk  daerah Aceh diangkat T,
Muhammad Hasan, calon uleebalang Geulumpang Payong vang pernah menangkap ketua



Dalam rcformasi pendichkan, sejumiah madrusehr bermunculan untuk
menggantikan  denwfr (pesantren)  pada  tahun  1928-19290  delapan  tahun
kemudian terdapat sekurang-kurangnva 98 madrasah di dacrah 1tu. Untuk
menyebarkan ajaran agama, para ulama berkeliling dan satu tempat ke tampat
lainnva untuk memberikan tabhig kepada pendengar vang lebih luas. Banvak
diantara mercka vang mengajar ke luar kampung mereka. Sementara para
ulama menyebarkan agama melalui dakwah vang membangkitkan harapan
rakyat akan kemajuan. anak-anak muda memasuki sckolah mereka dengan
penuh minat. Oleh karena itu, masa ini pada umumnya dikenal dengan “zaman
kesadaran™ atau “zaman kemajuan”.'®

Tengku Daud Beuwrcuch  mengamati  langkah-langkah  kepada
pengenalan huruf latin, hal imi diharapkan agar orang-orang Aceh tidak telalu
benci terhadap huruf' latin, pendidikan umum diadopsi agar kecurigaan
uleebalang dan Belanda terhindari. Terobosan vang ditempuh adalab dengan

menerjemahkan semua pelajaran agama dan umum ke dalam bahasa Arab

cabang Muhammadiyah tahun 1927-1929 Muhammadivah telah memiliki cabang di Sigli,
Meureudu Lhok Seumawe. Langsa, Kuala Simpang dan Aceh Tengah. Untuk lebih jelasnya
lihat Muhammad Torahim, Pemerinedan Adar dan Pergerakan Nosionel di Aceh, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Provek Inventarisasi dan
Bokumentasi  Sejarah Nasional, (lakarta: 1985) hal. 3-6. dalam Van Dijk. Muhammadivah
Aceh sebagian berfungsi sebagai orgamsasi poliik dan bukan semata-mata sebagal organisasi
pendidikan dan keagamaan. Tetapi. organisasi ini iidak menarik bagi pemimpin-pemimnpin
Islam Aceh dan para pengikut mereka, hal m disebabkan oleh karena tidak mengakarnya
Muhammadivah dalam masyarakat Aceh, dia hanya merupakan gejala gerakan kota. para
anggotanya sebagtan besar dan luar daerah. atau orang Aceh dengan pendidikan formal vang
lelah tercerabut dari lingkungan tradisionaliva. Lihat Van Dik Darnd  Islam. Sebual
Pemberamtakan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafin. 1983). hal. 2537
" 1smail Jakob. “Pergerakan di Atjeh dalam 10 tahoen™. Sinar. 7 (15 April 1940). hal.
{25, Lihat juga OesmanRalvbi, “Masvarakat Atjeh Baroe ™. Penjoeloch. Okiober 1941,



sebagal rujukan, sebab apresiasi masyarakat terhadap bahasa Arab sangat
ideologis."”

Langkah-langkah reformasi pendidikan ini dilakukan oleh para ulama
untuk menjembatani kesenjangan pendidikan antara pendidikan model barat
vang dibawa oleh Belanda (Westernisasi) dan keterbelakangan generasi muda
Aceh untuk memahami dunia modem. Konteks pemikitan untuk memadukan
kepentingan dunia dan akherat, merupakan juga latar belakang diadakannva
reformasi pendidikan.

Upava aplikatit kombinasi ilmu akhivat dan ilmu  dunia  ini
memunculkan sistem pendidikan madrasah, yang juga terdapat di Sumatera
Barat, vaitu sckolah agama vang menggabungkan sistem pendidikan dayah
dengan metode yang dipakai sekolah menengah pemerintah yang mempunyai
buku pegangan (texbook ) dengan papan tulis, meja dan kursi.™

Upaya-upava di atas secara posttif telah membuahkan hasil muncuinya
madrasah-madrasah dan cabang-cabangnva, seperti di Aceh Utara, Pidie,
Takengon. Akan tetapi perbedaan pendapat antar ulama sendin terjadi dalam
pembahasan silabi madrasah, muncul beberapa nada sumbang dalam pemikiran
vang negatif dari ulama-ulama dayab tradisional, terutama tantangan dari
Tengku M. Amin Jumpah, Pidie, kelompok ini menolak belajar mengajar dan

tidak setuju dengan adopsi terhadap mata pelajaran sekunder (umum). Langkah

" Lihay A, Basjmsn “Pemddiken Idam i Aceh dedam Perjolanan Sejarah . {Banda
Aceh. Sinar Darussalam, 1975). No. 63

' ismuba, Prows Perkembangan Pendidiken ofi Aceh. makalah (Banda Acely 1970).
hal. 4
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penaschat dijabat oleh Tengku Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tengku M.
Amn (Tengku di Yon). =

Gerakan polittk ulama semakin terlihat ketika digelamva  kongres
pertama PUSA pada April 1940 di kota Blang Asam Sigli. Dalam kongres imi
terjadi mobilisasi massa oleh para ulama. ribuan massa datang dari segala
penjuru Aceh, bahkan dari luar Aceh. Melihat kenvataan im Belanda merasa
perlu mengambil tindakan terhadap gejala politik para ulama. Pemerintah
Belanda sebelumnva tidak menaruh perhatian atas kelahwan PUSA, tetapi
mulai menangkap gejala suatu gejala luar biasa ketika melihat adanya
dukungan massa saat itu. PUSA vang selama i disangka hanya sekedar
perkumpulan para ulama ternyata sebuah organisasi massa (ormas) vang
memiliki pengikut cukup banvak. Kecurigaan Belanda beralasan karena
sebelumnya banvak organisasi politik vang berlandaskan agama dirasakan
sangat mengganggu aktivitas  politk  pemerintahan  kolonial.  Apalagi
kedudukan Belanda beberapa waktu saat ini dalam posisi sulit dan lemah
dikarenakan sebuah berita vang mengejutkan bahwa negeri Belanda bersama
Belgia dan Perancis ditaklukkan Jerman pada 10 Mei 1940~

Kongres PUSA di Blang Kuta Asam Sigli mempunyai tiga aspek politik
vang patut dicatat. Pertama; kongres menetapkan seorang tokoh ulama Tengku
M. Daud Beureueh sebagai Ketua PUSA secara resmi, Tengku Daud Beureueh
seorang tokoh kharismatik dan dikenal scbagai pelopor gerakan pembaruan

sistem pendidikan Islam melalu institust madrasalr dan orator tangguh saat

>* Ibid. hal. .

™ Remadhess KH dan hamid Jabbar, Syamaun Gaharu. Cuplikan Perjuumgan Deeralr
Modal, Aniobiografi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hat. 23.



mengobarkan api Islam dan sanggup memberikan sentuhan vang berarti bag
organisasi PUSA. Kedua: kongres merekomendasikan pembentukan devist
kepemudaan vang dinamakan Pemda PUSA dibawah komando Tengku Amir
Husein al-Muahid dari Idi, Aceh Timur, vang dengan berani dan tegas
mengajukan dirinva sendiri sebagai ketua. dan beliau dibantu Abubakar Adamy
sebagai wakilnva. Ketiga, kongres menetapkan untuk membuat penerbitan
guna menvuarakan program-program  PUSA, di  samping 1ty untuk
mengimbangl propaganda pers (jurnal) mingguan Belanda Atjefr Nierwshlud,
Dan setelah beredarlah terbitan penodik vang di distribusikan pertama sekals
pada Nopember 1940 dengan mengambil bentuk majalah mingguan dengan
Tengku Ismail Jakob sebagai pemimpin redaksi. Sebagai kekuatan Islam,
PUSA juga memutuskan untuk bergabung dengan Majlis Islam ~Ala Indonesia
{MIAT) vang sudah berdiri sejak 21 Septernber 1937.7

Kentalnya nasionalisme Aceh dalam diri PUSA membuat Belanda
mencari taktik untuk memecahkan konsentrasi organisasi ini. Para penguasa
Belanda pastilah melihat adanya bahaya dalam perkembangan organisasi ini.
Oleh sebab itu, pendekatan devide ef impera vang klasik 1tu kembali dipakai.

Belanda memanfaatkan kembali isu akan berkuasanva kawm ulama

dengan memanfaatkan ketidak senangan para uleebalang terhadap Sultan.**

= lsmwhe, Clahieaa Persasan Slama Sehoult Aceh 30 rabwue yang ol Sines
Darussalam (Banda Aceh: Juli 1969), hal. 34.

* Perlu diketahui bahwa gerakan reformsi pendidikan telah membawa kepada maraknya
sekolah-sekolah (smacfrasaf?y bare, inl membawa persaingan antara uleebalang sendid untuk
mernbangun  naggvo (negeri} kekuasaannva dengan sistem pendidikan baru. dalam hai ini.
uleebalang perlu melakukan kerja sama dengan ulama-ulama terkenal unwk mengajar di
daerah mereka. Perkembangan int mendorong umbuhnva saling pengertian antara ulama dan
uleebalang dalam meneniang Belanda apabila ada kesempatan. Rekonsiliasi ini membuka jalan
bagi kerja sama selanjutnva diantara dua kekuatan tersebut. Oleh sebab itu. ketika kaum
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Pada akhir tahun 1930-an secara licik Belanda mengluarkan gagasan bagi
kemungkinan wntuk mendirtkan kembali Kesultanan Aceh. Secara kebetulan
langkah Belanda ini diambil bersamaan dengan pembentukan PUSA pada
tahun 1939, kebanyakan ulecbalang vang menentang kembalinva Sultan
terutama di Pidie, mengaitkan organisasi baru i dengan gagasan Belanda
untuk  mendirikan  kembali  Kesultanan, meskipun sesungguhnva banvak
pemimpin puncak PUSA sendin tidak menyukal gagasan tersebut. Mereka
menuduh  para uleebalang vang dekat dengan PUSA  memiliki kepentingan
pribadi dalam usaha membangun kembali Kesultanan itu. Seperti sebuah
ramalan mercka menyindir bahwa PUSA sebenamya merupakan kepamjangan
dari “‘Pembunuhan Uleebalang Seluruh Aceh™ Namun kenyataannya ialah
bahwa sampai Belanda takluk kepada Jepang pada tahun 1942, mereka tidak
pernah menghidupkan kembali Kesultanan itu.

Kendatipun  berhasil  menghidupkan kembali antagonisme antara
uleebalang-uleebalang dengan kaum ulama, Belanda tidak dapat mencegah
timbulnya suatu pemberontakan yang meluas terhadap mereka pada akhir
Februari 1942, Beberapa ulecbalang, yang dipimpin oleh Teuku Nyak Arif,
seorang uleebalang vang populer dari daerah Kutaraja, dan Teuku Muhammad
Polim, putra seorang pahlawan terkenal dalam Perang Aceh, berhasil mendesak
uleebalang-uleebalang untuk bekerja sama dengan para ulama dalam Belanda.

Tentu saja ulecbalang penganut garis keras tidak mempunvai alternatif lain

reformis  membentuk  PUSA.  banyak uleebalang mendukung mereka meskipun  kaum
bangsawan beraliran keras menentangnva. PUSA juga mendapat perlawanan dan  kaum
radisional  dipimpin  oleh berbagai ulama. vang paling terkenal diantara mereka adalah.
Tengku Hasan Krueng Kale. Untuk lebibh jelasnya lihat Sjamsuddin. Pemberontaken Kawm
Republik, hal. 21.



Sejak Jepang mendarat di Jepang. merka bersama dengan rakvat
terutama barisan “F, terus melakukan serangan terhadap Belanda. Jepang
melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda vang berusaha untuk
mempertahankan lapangan udara Lhok Nga, lapangan vang sangat vital
kedudukannva, Pasukan Belanda terpaksa mundur melalui pantai barat guna
mengabungkan din dengan pasukan-pasukan yang masih berada di pantai barat
dan pantai selatan dengan tujuan untuk mencapai daeah pertahanan di Lawe
Butar. Dalam pengunduran dan pengejaran tentara Jepang itu, pasukan Belanda
tersebut dihadang oleh anggota barisan “F~ di sepanjang pantai barat Acch.
Karena itu terjadt beberapa kali konflik senjata antara pasukan Belanda tersebut
dengan pejuang di pantai barat Aceh yaitu yang berlangsung dari tanggal 13
hingga 18 Maret 1942,

Selain dari mereka yang mengungsi ke arah pantai barat dan selatan
Aceh, sebagian juga vang masih barada di Aceh Besar di Pidie melarnkan din
ke Tangse dan Geumpang (juga wilavah Pidie) yang merupakan benteng
pertahanan Belanda kedua setelah Takengon (Aceh Tengah), tetapt tentara
Belanda ni terus menerus dikejar oleh tentara Jepang. Pasukan Jepang berada
di daerah i pada tanggal 19 Maret 1942, kemudian menggempur pasukan
Belanda yang akhirnva mereka menyerah pada hari itu juga. Rencana Belanda
vaitu ingin mempertahankan Lhok Nga dan Tangse Geumpang vang
dicadangkan sebagal basis pertahanan kedua, namun ternvata kinm telah

mengalami  kegagalan, sedangkan sisanva, terutama pasukan Belanda vang

En . . . g -y =
¥ Jamih, Riseenves berisens 77 hal. 56-57,
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Dalam  penempatan  jabatan  pemerintahan-pemerintahan  Jepang
tampaknva masth memakai tradisi Belanda, vaitu dengan mengangkat kaum
clit bangsawan atau uleebalang dalam mengisi jabatan-jabatan tertentu.

Awalnya dengan dalih suasana dalam keadaan perang, organisasi-
organisasi massa vang sebelumnya sudah tumbuh di Aceh seperti Taman
Siswa, PUSA, Parindra dan Muhammadivah wendapat tekanan dari Jepang,
sehingga organisasi-organisasi ini menjadi lumpuh selama masa pendudukan, ™
Dapat disebutkan misalnya organisasi Taman Siswa, dibubarkan oleh
Gunsetbu, demikian pula dengan Perindra, PUSA dan Muhammadivah pada
mulanya tidak aktif, tetapi pada tahun 1943 diaktifkan kembali. Tetapi para
pemimpinnya sudah disibuki oleh tugas rutin dalam birokrasi pemerintah
Jepang,“":

Para simpatisan Jepang terutama dari  golongan PUSA, vang
sebelumnya menaruh harapan besar pada Jepang tentu merasa kurang senang
dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh lepang pada masa konsolidasi itu.
Sehingga timbul hubungan yang dingin antara Jepang dan ulama. Rupanva
Jepang menvadan stretegt vang mereka tempuh tidak menguntungkan bagi
strategi jangka panjang. Sebab mereka sadar bahwa elit ulama berpenganth
dalam masyarakat Aceh, vang menempatkan hukuman agama dan adat sebagai

dua sisi muda, jadi dengan demikian potensi ulama harus dimanfaatkan. Ulama

Matahan Terbit. fsicm Indonesia Masa Penducdikan Jepang. (Jakarta: Pustaka Jaya. 1980),
hal. 274

YA Arefl Bingkisan Kencng-kenangan Kongres Besar PUSA dan Penneder PUSA,
Findaucn Sedparalr Pengesahan PUSA di Agjelr. (Sekst Penerangan Panitia Kongres Besar
Kutaraia 1930}, hal. 339-343.

** Benda. Brdan Subir. hal. t5-16,



adalah kelompok vang sangat membenci Belanda pada masa schelumnva
Jepang berusaha untuk menarik ulama dalam orbitnva.

H.J. Benda menggambarkan strategr lepang dalam merebut posisi hati
umat Islam Indonesia merupakan rangkaian strategi vang sudah lama mereka
perhitungkan. Lebih tegasnva Benda menubhs:

“Penemuan [slam  oleh Jepang berawal tahun1920-an, motivasinva

adalah rencana-rencana eksponsionosme Dai  Nippon, kaylena ada

beberapa ratus orang Islam yang hidup di Jepang pada saat itu™.”

Jepang juga memempuh strategi  dengan mendatangkan jumlah
mahasiswa [slam, baik dari Timur Tengah maupun dari negara-negara Asia,
untuk datang ke Jepang, sebuah langkah awal Jepang adalah membuat jumal
berbahasa Arab untuk disebarkan di luar negeri. Meskipun dari segi agama
secara murmi Jepang tidak mungkin berhasil bercita-cita untuk menjadi pusat
dunia Islam vang sebenamva, berdekatan secara geopolitis dengan Indonesia
tidaklah dapat diremehkan. Tambahan pula adanva propaganda Jepang vang
cekatan hampir pasti sampai tingkat tertentu efektif di Indonesia. Dengan
menekan persamaan antara Shinto dan Islam, di Jepang mengumbar harapan
bahwa Kaisar akan beralih agama dan memeluk agama Muhammad.™

Langkah-langkah Jepang dalam mendekati umat [slam Indonesia dalam
analisa Benda bisa dilihat paling kurang di dua daaerah Sumatera, kedatangan
Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti-Belanda
vang kelihatan diorgamsir cukup rapt, beberapa diantaranva kelihatan telah

didulukan dengan bantuan lepang vang cukup besar. Di Aceh, kubu Islam

* ibid, hat. 133
ki, hal 135



pendukung Jepang disebut dengan organisasi F memainkan peran vang penting
sclama pendudukan.™

Kerjasama lepang dengan organisasi ' vang beranggota PUSA. tidak
sepenuhnva memenuhi  harapan-harapan  pemimpin-pemimpin PUSA.  Jepang
menaruh  curiga  terhadap pemimpin PUSA: dan mereka percava bahwa
pemimpin  Acch bekerja sama dengan mereka hanya untuk memperoleh
kekuasaan bagi mereka sendin. Oleh karena itu mereka sangat khawatir akan
langkah-langkah Aceh menempatkan beberapa pemimpin PUSA dalam dinas
pemerintahan sctempat segera setelah kantor-kantor tersebut ditinggalkan oleh
Belanda. Karena tidak menvenangi keadaan inmi, Jepang pun bergerak
menentang PUSA. Segera setelah pendaratan di daerah itu, mereka menangkap
beberapa pemimpin puncak PUSA, termasuk Tengku. Daud Beureueh dan
Tengku Husin al-Mudjahid.”’

Akibatnya, PUSA dan Pemuda PUSA menjadi tidak aktif selama
pendudukan Jepang di Aceh. Hanva sesudah itulah Jepang dapat mengusai
daerah tersebut dan, walupun tidak mudah, melemahkan pengaruh ulama.
Setelah  menaklukkan PUSA, Jepang menempuh taktik klasik  vang
menyeimbangkan kaum ulama dan bangsawan seperti vang pernah dilakukan
oleh Belanda. Kebanvakan unsur PUSA dipaksa melepaskan posisi mereka
dalam pemenntahan lokal. Sebagai gantinva, sesudah menguatkan kekuasaan
para uleebalang, lepang menempatkan beberapa bangsawan. Tetapt Jepang

juga mempertahankan beberapa pemimpin muda atau anggota pemuda PUSA

o g
lbid. hal. 136
17 .. . .
* Sjamsuddin, Pemberotcken karn Repablik hal. 23,



dalam beberapa jawatan pemerintahan®® Barangkali Jepang tidak merasa
terancam oleh orang-orang ini setelah PUSA dan pemuda PUSA dilumpuhkan.

Jepang menegaskan bahwa mereka hendak melanjutkan  kebijakan
kolonial Belanda dengan membiarkan pemerintaban pribumi berada di tangan
uleebalang. Kebanvakan uleebalang. kenali mereka vang dipandang pro-
Belanda dan tak dapat diperbaiki, disahkan kedudukannva. Keuntungannva
ialah bahwa kedudukan pemerintah di tingkat kawedanan yang dabulu dijabat
Belanda kini diberikan kepada orang-orang Aceh, dan tujuh belas dari orang
Aceh yang diangkat adalah uleebalang. Pada akhir pendudukan. semua
kedudukan tingkat kawedanan tersebut dipegang oleh uleebalang.

Namun waktu membuktikan bahwa kesinambungan otoritas ulecbalang
itu  ternyata hanyalah khavalan belaka. Ketika perang mulai  tidak
menguntungkan Jepang dan kettka pengusal militer mulan menuntut lebih
banyak dan rakvat Aceh untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan-
serangan sekutu, maka Jepang memberikan konsesi-konsesi kepada mercka
vang dianggap sebagai pimimpin vang populer, vaitu ulama. Jelas sekali
perubahan  vang paling penting vang meminta pembatasan wewenang
ulecbalang adalah perbatkan tata usaha pengadilan vang dilaksanakan pada
awal 1944,

Satu aspek dari reorganisasi pengadilan ini adalah dibentuknva sistem
pengadilan khusus guna melaksanakan hukuman Islam dalam persoalan vang

menvangkut perkawinan, perceraian, pewarisan, zakat-fitrah, perwalian dan

* Lihar Abdullah Hussain. ferjebedk {Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1956). hal. 118,
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status vatim piatu. Sistem pengadilan agama baru itu merupakan suvatu
kemengan penting bagi penerapan hukum Islam."

Selain merasa sudah tidak suka pada sistem pengadilan agama. kaum
uleebalang juga mencntang uwsul Jepang untuk membentuk sistem pengadilan
schuler bary, karena perubahan ini berarti hilangnva sama sekali wewenang di
bidang  pengadilan,  Kedudukan ulecbalang sebagai  penguasa  adat
dipertanvakan  begitu mereka dicabut dan  dasar kelembagaan untuk
melaksanakan fungsi-fungsi adat. Pengganti uleebalang sebagai administator
hukum adalah ¢five-man cunt sebuah pengadilan vang terdiri dari lima orang,
di masing~-masing wilavah. Pembahasan mi tentu saja sangat berarti di Pidie,
vang uleebalangnya telah menggunakan kekuasaan  pengadilan  untuk
menyelesaikan  sengketa  penggunaan  dan  pemilikan  tanah  vang
menguntungkan dirinva. Hilangnva wewenang ni bagi uleebalang semakin
diperbuat lagi oleh kenvataan bahwa Jepang sangat mempercayai nasihat-
nasihat para pemimpin PUSA dalam mengangkat para anggota pengadilan-
pengaditan baru itu ™

Apa vang tersisa bagl uleebalang? Dengan satu kata, pemerintahan.
Tetapi dibawah Jlepang, pemerintahan menyebabkan terpisahnya para petani
dari padi hasil panennya untuk memasok kebutuhan tentara pendudukan dan
perckrutan tenaga kerja paksa (romusha) untuk mengembangkan instalasi-
instatasi  pertahanan.* Uleebalang ~ menjalankan  tugas-tugas  vang

membangkitkan  kebenctan  rakvat.  Pera  pemimpin  PUSA  berperan

" Kahin, Fergokikar Dacred. wab. 93,
" tbid, hal. 97.
H Hussain, {erjehak. hal 115,
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REVOLUSI SOSIAL: PENGAMBILALIHAN
KEKUASAAN ULEEBALANG
Kemerdekaan RI dan Kandisi Pemerintahan Aceh
1. Berita Kemerdekaan R.L

Pada akhir Agustus 1045 penguasa militer lepang mengumumkan pada
masvarakat bahwa perang telah berakhir. Baru setelah beberapa minggu
berlalu, berta proklamast kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Jakarta
tersebar luas di Aceh. Di Kutaraja berita tentang proklamasi kemerdekaan bam
diketahui tanggal 21 Agustus 1945, vaitu melalw para pemuda (Ghazali Yunus
dan kawan-kawan) yang bekerja pada kantor berita Jepang., Domei. Mereka
secara rahasia berhasil mendengarkan radio yang ditempatkan di sana dan
setelah itu segera memberntahukan kepada teman-teman akrab mereka vang
bekefja pada Hokodo (Kantor Berita Penerangan Jepang) dan harian Atjeh
Sinbun di Kutaraja juga telah mengetahui berita gembira tersebut.’

Beberapa hari kemudian Teuku Nyak Arief juga menerima kawat
pemberitahuan tentang proklamasi kemerdekaan dart Dr. AK. Gam d
Palembang, serta Muhammad Syafei dan Adinegoro di Bukit Tinggi vang
secara resmi melalut Mr. Teuku Moh. Hasan telah mengetahui berita tersebut

masing-masing tanggal 24 dan 26 Agustus 1945.°

Dalam catatan Ismuha, diterimanya berita proklamasi kemerdekaan di

Aceh dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pengibaran

" Ismutha, “Pengetciman Sajar Sekitar Proklomesi 17 Agustus ]945 7, (Banda Aceh: Warta
Pdan K. no. 1, 197}). hal. 5-6.
*Toid. hal. 26,



bendera itu terutama dilakukan di depan kantor-kantor resmi pemerintah
Jepang, walaupun mendapat tantangan dan perlawanan dan tentara Jepang.
pengibaran bendera meluas ke tempat-tempat umum, seperti tanah lapang,
toko-toko seria tempat-tempat lain.

Untuk lebih meratakan pengibaran merah putih sampai ke pelosok-
pelosok desa dan sejalan pula dengan memperingati dua bulan proklamasi
kemerdekaan, tanggal 13 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI)
daerah Aceh, mengeluarkan maklumat no. 2 yang secara resmi memerintahkan
pengibaran bendera sampai tanggal 17 Oktober pada tiap-tiap rumah di seluruth
daerah Aceh. Isi maklumat tersebut selengkapnya ialah:

MAKLUMAT NO. 2

Dipermakiumkan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia didaerah

Aceh, supaya di muka tiap-tiap rumah dikibarkan bendera kebangsaan

Indonesia, dengan ketentuan:

a. Dikibarkan mulai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 1945.
b. Bendera dikibarkan mulai jam 7 pagi sampai 6 sore (Sumatera).
¢. Jika waktu hujan, bendera tidak usah dikibarkan.
Kutaraja, 13 Oktober 1945
Ketua Pusat
Komite Nasional

Tuanku Mahmud.*

Naskah asli maklumar it dapar dilihat dalam Seksi  Penerangan/Dokumentasi
Musyawarah Angkatan 43 Daerah lIstimewa Aceh. dikutip oleh Abdullah Hussain, Adedde]
Revolisi 43, (Kutaraja: 1960)_ hal. 54



2. Pembentukan Komite Nasional (KNI) Daerah Aceh

Pembentukan Parlemen pertama di Indonesia vang bernama Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 ditkuti oleh
Teuku Nyak Arief Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pembentukan Jepang
(Aceh-Syu-Sungi-kaiy. 'T. Nyak Anef membentuk Komite Nasioana! Indonesia
(KNI) Aceh pada tanggal 28 Oktober 1945 dan 1a sendiri menjabat sebagai
Ketua dan Tuanku Mahmud sebagai Wakil Ketua. Sebelum KNI Aceh secara
sempurna terbentuk, di bawah Tuanku Mahmud sudah mengeluarkan tiga
maklumat: pertama, tanggal 4 Oktober tidak bernomor mengenai Pemerintahan
R.1. di Sumatera dan Aceh. Kedua, tanggal 10 Oktober maklumat no. 01 bahwa
vang kertas Jepang masih berlaku dan uang kertas Belanda cetakan baru tidak
berlaku di daerah Aceh Ketiga, maklumat mengenai pengibaran bendera
merah putih di seluruh daerah Aceh. Setelah secara resmi pemenintahan R.I. di
daerah Aceh terbentuk Karisidenan Aceh sejak tanggal 3 Oktober 1945,
susunan anggotanya disempurnakan, yakni sejumiah 65 orang dan ditunjuk
berdasarkan pencalonan dan partai-partai.  Selanjutnya jabatan ketua, sejak
tanggal 10 Oktober 1945, seperti dari maklumat yang dikeluarkan, diganti oleh
Tuanku Mahmud, sedang Teuku Nvak Arnef tetap memangku jabatan residen
Aceh, yang telah dijabatnya sejak 3 Oktober 1945. adapun kantor KNI daerah
Aceh vyang pertama adalah bekas Cemtralkantoor derland schupskassen, di

Kutaraja.”

Y Uihat Mardanas Safwan,  7evke Mak Arief, (Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan

Nasional Dept. P dan K 1978)_hat. |} dan 88.



3. Respon Ulama Terhadap Kemerdekaan R.I.

Dukungan kepada Republik dari para pemimpin keagamaan vang lebih
tua datang pada tanggal 15 Oktober 1945 berupa maklumat ulama seluruh
Aceh yang ditanda tangam oleh empat ulama terkenal: Tengku M. Daud
Beureuch dan Tengku Ahmad Hasballah, keduanva pemimpin PUSA; Tengku
Ja™far Sidik, seorang ulama yang mengusai cavali vang sudah lama berdiri; dan
Tengku Hasan Kreung Kale, ulama konservatif vang terkemuka. Pernyataan ini
menyerukan kepada rakyat agar bersatu di belakang “pemimpin besar kita
Sockarno™ dalam perjuangan melawan kembalinya Belanda ke “tanah tanah air
kita Indonesia” “menghancurkan agama kita vang murmi dan juga menindas

serta merintangi keagunpan dan kemakmuran rakyat Indonesia™.’

* Mlengenai “Naldoernat Oelamya Seloeroeh Atjeh”, fhat seksi Penerangan/Dukumenst
Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, Agelr Modal Revolusi 45
(Kutaradja, 1960), hal. 61. Maklumat ulama seluruh Aceh lengkapnya dan teks aslinva adalah
sebagal berikut;

MAKLOEMAT OELAMA SELOEROEH ATJEH

Perang doema kedoea jang maha dahsjat telah tammat. Sckarang di Barat dan Timoer
oleh 4 kerajaan besar sedang diatoer perdamaian doenia jang abadi oentoek keselamatan
machloek  Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita telah memakloemkan
kemerdekaannya kepala seloeroeh doema serta telah berdin Repoeblik Indonesia dibawah
pimpinan jang moelia penumpin kita Ir. Scekamno.

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe negen jang ketil, lebih
kefjiil dan daerah Atjeh, dan hantjoer leboer, mereka telah melakoekan kechianatannja kepada
tanah air kita Indonesia jang scedah merdeka itoe. Oentoek didjajahnja kembali kaloe maksoed
jang djahanam itoe berhasil, maka pastilah memeras segala lapisan rakjat. merampas semoea
harta benda negara dan harta rakjat dan segala kekajaan jang kita koempoelkan selama im akan
moesnah sama sekali. Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi hambanja
kembali menjalan oesaha oentoek menghapoes agama Islam kita jang soefji serta menindas dan
menghambat kemoeliaan dan kemakmoeran bangsa Indcnesia.

Dibawah bangsa Belanda dan kaki tangamja tefah melakoekan keganasan terhadap
Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terjadi pertoempoeran di beberapa tempat jang
achimja kemenangan berada dipihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka joega beloem insaf.

Segenap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdir dibelakang maka Ir,
Soekarmno ocentoek menoenggoe perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan. Menoeroet
kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdioeangan soetyi jang diseboet “Perang
Sabil”. Maka pentjajalah wahai bangsakoe, bahwa perjoeangan ini adalah sebagai sumbangan
perdjoeangan dahceloe di Ageh jang dipimpin oleh almarhoem Tengkoe Tihi i Tiro dan
pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lam. Dan sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe
sekalian, bersatoe padoe menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe nenek kita dahoeloe.



Para ulama secara penuh mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal mi dapat dilihat dan makiumat ulama seluruh Aceh vang ditanda tangani
oleh empat ulama besar, ada empat hal vang yang menjadi pokok pikiran ulama
dalam maklumat tersebut. Pertama, para ulama menilai bahwa pertarungan
Perang Dunia 1l telah selesa. Indonesia telah  memproklamasikan
kemerdekaannya di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta, kewajiban rakyat dan
pemimpin untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kedua, Belanda
merupakan negara miskin vang kecil dan selalu berusaha untuk menjajah
Indonesia. Oleh sebab itu kedatang mereka kembali ke Aceh harus dilawan.
Hal mi merupakan tugas suci, karena kedatangan mereka juga bernmaksud
menghancurkan agama Islam.  Ketiga, Belanda telah banyak melakukan
penindasan terhadap rakyvat, memasung hak-hak rakyat, hal ini terbukti dengan
tidak ada kesadaran dari pihak kolonial untuk mengakw kemerdekaan
Indonesia. Keempat, semua rakvat mendukung kemerdekaan Indonesia, dan
pejuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan adalah lanjutan dari
perjuangan perang sabil vang sudah lama dipefjuangkan oleh Tengku Cik di
Tiro dan pahlawan-pahtawan bangsa lain.

Penyataan ulama i adalah bukti komitmen mereka terhadap

kemerdekaan R.1. dan panji-panji nasionalis ulama kalau dilihat dan perspektif

soerdoenklah demgan parach 2ken segala perimah-patntah pemimpin tanahk @r dan agare dan
bangsa.

KOETARADIA 15-10-1945

Atas nama oelama seloeroeh Atjeh.

Tengkoe Hadji Hasan Tengkoe M. Daud Beureueh
Kroeng Kaie
Tengkoe Hadii Dja far Tengkee Hadji Ahmad Hasbailah

Sidik Lamdjabat indra poeri
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maklumat 1m, komitmen ulama tidak dapat diragukan lagi. Bagi ulama

kemerdekaan Indonesia merupakan kemenangan bagi agama.

Pembentukan Pemerintahan Republik di Aceh

Pemenntahan Republik di daecrah Aceh (Karesidenan) vang terbentuk di
Kutaraja pada awal Oktober 1945, awalnya memperlihatkan kerja sama antara
para ulama dan ulecbalang vyang anti-Belanda. Tampaknya, para ulama
membiarkan unsur-unsur uleebalang untuk menguasai  posisi-posisi  penting
dalam pemerintahan setempat semata-mata karena kekhawatiran bersama
terhadap kembalinya Belanda. Teuku Nyak Aref, ulecbalang nangero di Aceh
Besar, menjadi residen Aceh. D1 dalam stafnya termasuk Ketua PUSA Tengku
M. Daud Beureueh, vang menjadi kepala Kantor Urusan Agama dan anggota
Komite Nasional Daerah. Namun demikian, persaingan antara ulama dan
uleebalang terus berlangsung dalam barisan Republik terutama dikalangan
pemuda. Ketika residen Aceh Teuku Nyak Aref mendirtkan APl (Angkatan
Pemuda Indonesia), suatu embrio tentara nasional di daerah itu, korps
perwiranya didominasi oleh para perwira (vugus vang berorentasi kepada
uleebalang dan bukan kepada PUSA. Pembentukan APl segera ditkuti oleh
pendirian TPI (lkatan Pemuda Indonesia), yang kemudian menjadi Pesindo
(Pemuda Sosialis Indonesia) vang dikendalikan pemuda-pemuda  vang
bronentasi kepada PUSA.

Sejak berita proklamasi diterima di daerah Aceh khususnva di Kutaraja,
para pemimpin di Aceh telah memikirkan dan berusaha ke arah pembentukan

organisasi pertahanan dan keamanan rakvat di daerah Aceh, dalam rangka
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mempertahankan  kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan itu.
Inisiatil ini pada mulanya datang dart beberapa bekas perwira Guvugun
{organisasi pertahanan rakvat atau sukarela vang dibentuk Jepang dan
kemudian dibubarkan). [nisiatif imi muncul dari Syamaun Gaharu, Nvak Neh
Rika, Usman Nvak Gade, Teuku Hamid Azwar, Said Usman, Bakhtiar H.
Idham.”

Pada tanggal 27 Agustus 1945 para perwira tersebut di atas berkumpul
di salah satu kamar hotel sentral, Jl. Moh. Jam, perlemuan vang pertama kali
ini dan tidak resmi karena menghindar pengawasan Jepang telah menghasilkan
suatu keputusan, yaitu: mengirim utusan yang terdiri dan Syamaun Gaharu dan
Tengku Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Aref, guna mendengar pendapat
beliau mengenai gagasan mereka. Hasil konsultasi 1tu ternyata sangat
memuaskan Teuku Nvak Aref, vang pada waktu itu belum menjadi residen,
tetapi diminta pertimbangannya.’

Setelah melakukan pembicaraan vang mendalam melalut beberapa kali
musyawarah, akhimva diputuskan untuk  mendirikan  Angkatan Pemuda
Indonesia (API) di seluruh dacrah Aceh. Maka pada pertemuan bulan Oktober
1945 tersusunlah secara defimtif struktur dan susunan pengurus APl di Aceh,
vang terdiri dari:

1. Markas Daerah, berkedudukan di Kutaraja dengan susunan pengurus

Ketua/Komandan: Syamaun Gaharu; Kepala Staft T.A. Hamid

& Elsman Nyak Gade Sekuwr Pembemidem Anghatan Pemude bndonesice (AP i deekn
dalam Seksi Penerangan dan Dokumentasr Komiie Musyawaral Angkatan 45 Daeraly lsumewa
Aceh.

7 Tbid. hal. 27-30.



Azwar Uleebalang; Sekretaris: Husin Yusuf, Anggota Sekretans:

Ishak; Anggota: Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud

Samalanga, Tengku Sarong, Bakuiar Idham. Tengku Abdullah dan

Jaiman.

12

vaitu;

a.

Setelah

Wakil Markas Daerah, untuk sementara dibentuk hanya 4 daerah,

Wakil Markas Daerah Aceh Besar dan Pidie, dibawah
pimpinan Nyak Neh:

Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Tengah, dibawah
pimpinan T.M. Syah:

Wakil Markas Daerah Aceh Timur, dibawah pimpinan Bahtiar:
dan

Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, dibawah
pimpinan Cut Rahman®

staf pengurusan APl daerah Aceh berhasil disusun, pada tanggal

6 Oktober 1945, jam 13.00 wib, dikeluarkan servan yang agar ditujukan kepada

seluruh lapisan

masyarakat agar membantu dan menyokong API yang lahir itu.

Seruan yang telah mengejutkan pemenintah Jepang di Kutaraja pada waktu itu,

selengkapnya berbunyi:

SERUAN TANAH AIR

Di seluruh Aceh telah berdiri Angkatan Pemuda Indonesia -API. APl

akan menjadi

dasar tentara Republik Indonesia. APl mempertahankan

kemerdekaan Indonesia. API akan menjaga keamanan dan ketentraman umum.

¥ Ivid vl 31,
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D1 Kutaraja, Wakil Kepala Polisi Daerah Aceh, Muhammad Hasyim,
setelah menerima kawat tanggal | Oktober 1945 dan bawahannva, Abdullah
Husein di Langsa, juga bertindak untuk menguasai kantor polist daerah Aceh.
Inisiatif dalam waktu relatif singkat barisan kepolisian negeri Republik
Indonesia berhasil dibentuk di daerah Aceh dan Muhammad Hasyim pada awal
Revolusi kemerdekaan  ditunjuk menjadi kepala polisi RI yang pertama di
Aceh.'!

Di pihak lain, para pemuda vang tidak bergabung dalam APl juga
berusaha untuk mendirikan Badan Perjuangan Rakyat (BPR) dengan tujuan
yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi dari segala rong-rongan musuh,
baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Di Kantor Surat Kabar
Aceh Sinbun, para pengasuh suart kabar sepertt A. Hasymy, Talsya dan lain-
lain, sejak berita proklamasi diterima di sana telah melakukan kegiatan untuk
mendinikan sebuah orgamsasi pemuda vang dibern nama lkatan Pemuda
Indonesia (IPI). Pada tanggal 4 Oktober 1945 susunan pengurus 1Pl yang telah
tersiar, terdin dari Ketua I dan [I: A. Hasimy dan T. Manyak Anef, Setia Usaha
I dan II: Usman dan Anwar Manyak; Bendahara; Zami Bakry: Pembantu-
pembantu M. Saleh Rahmany, Muhammad 7ZZ. Tuanku Abdul Wahab dan
Muhammad Juned; dan diperiengakpt dengan komisaris-komisaris Tuanku
Hasvim, Ghazaly Yunus, Murdani, Tungku ldris, Asman Potan Harahap,
Mukhtar Lubis, Said Ahmad Dahlan dan H. Jamin.'* Kemudian pada tangeal 6

Oktober 1945 1Pl bertukar nama menjadi Barisari Pemuda Indonesia (BPI)

" |bid. hal. 368.
2 tbid. hal. 393.



45

dengan susunan pengurus vang diperbaharui, terdiri dari, Ketua Umum, 1 dan
II: A Hasjmy, M. Saleh Rahmany dan Muhammad 7.7.; Setia Usaha Umum, 1,
I, Hl.dan 1V, masing-masing terdiri dari Tengku Hasymy, Potan Harahap,
Sulaiman Arsyad Abubakar dan Sang Svarif Bendahara: H. lamin: dan
diperlengkapt dengan, badan Keuangan, ketua: Muhammad Junat; Badan
Penerangan ketua: Sauni dan Zaini Bakry; Badan Kepanduan, ketua: Murdani,
dan Badan Palang Merah, Ketua: Asman."

Dengan terbentuknya APl dan BPl berarti dasar-dasar organisasi
kemihteran dan perjuangan telah mulai diletakkan di Aceh. Dalam waktu
relatif singkat kedua organisasi itu meluas ke seluruh daerah. Pembentukan
APl dan BPI ini, mengejutkan pemermtah Jepang di Kutaraja. Pemerintah
Jepang lewat Atjeh Syu Tyokan S. lino mengundang para pemimpin Aceh ke
rumahnya guna membicarakan situasi ibukota Kutaraja khususnya dan daerah
Aceh pada umumnya. Jepang melarang bentuk-bentuk badan militer di luar
kendalinya. Larangan ini tidak di tampik oleh AP dan BP1. ™

Sementara itu Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dalam rangka lebih
menigkatkan orgamsasi itu sebagian Barisan kelasykaran dan penyebaran
kescluruh daerah, pada tanggal 12 Oktober 1945 mengadakan konferensi
pertama dengan mengambil tempat di rumah Tuanku Abdul Aziz, Jalan Mohd.
Jam No. 1. Konferensi dikutt oleh para pemuda vang datang dar berbagai
pelosok daerah Aceh atas undangan Husein al Muahid yang pada mulanya

dimaksudkan untuk membentuk suatu gerakan pemuda dengan tyuan

¥ Thid. hai, 354
" Ihid.
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mempertahankan proklamast kemerdekaan Indonesia, tetapi berhubung telah
ada BPl rencana itu dibatalkan. [Dalam Konterensi itu diputuskan, bahwa
pengurus pusat BPI vang telah disusun sebelumnva disetujui dan ditempatkan
di Kutaraja, sedang di daerah-dacrah Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh
Selatan, masing-masing ditempatkan seorang Wali Majlis Daerah (WMD),
vaitu Teungku Abdul Jalii Amin, Teungku Abdul Gani, Teungku Usman
Peureulak dan Teungku Muhammad Abdul Syam.

Selanjutnya 5 hari kemudian, tepatnva pada tanggal 17 Oktober 1945,
BPl bertukar namanya menjach Pemuda Republik Indonesia (PR1). dan sejak
waktu 1tu PRI Daerah Aceh mulal membentuik cabang-cabangnya diseluruh
wilayah daerah Aceh, bahkan juga ranting-rantingnya di Kenrukiman {(daerah di
bawah Negen atau Kecamatan sckarang). Pada hari itu juga PRI Daerah Aceh
mengeluarkan maklumat No. 4, berisi “panggilan umum” yang ditujukan
kepada seluruh Pemuda Indonesia vang berumur 18 tahun ke atas untuk
mendaftar din menjadi anggota PRI di wilayah atau ranting setempat.
Ditegaskan pula dalam maklumat itu, bahwa: “Kemerdekaan Tanah Air tidak
didapati dengan jalan mengemis, tetapi 1a harus ditempa oleh tangan
poeteranya sendin’. Kemudian tanggal 20 Desember 1945 berdasarkan
Ketetapan Markas Tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yogvakarta, nama
PRI Daecrah Aceh mengalami perubahan lagi, vaitu Pemuda Sosialis Indonesia
(PESINDO) Daerah Aceh, dengan ketuanya tetap seperti semula, ialah: A,

Hasymy.

" Tbid. hal. 397-8.
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Dapat ditambahkan, bahwa, meskipun Pesindo daerah Aceh bernaung
dibawah Pesindo Pusat. namun orientast idiologi-nva jauh berbeda. sehingua
akibatnya sikap yang demikian Komusariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera
menganggap Pesindo daerah Aceh tidak sah: dan setelah meletusnya peristiwa
Madiun (Pemberotakan PKI/Muso), pada tanggal 19 Oktober 1948 Pesindo
daerah Aceh melepaskan hubungan organisasi dengan Pesindo Pusat yang telah
turut campur dalam pemberontakan PKI itu, '

Karena Pesindo daerah Aceh mempunvai cabang dan ranting tersebar di
seluruh wilayah, maka dengan tidak banvak menemuw kesukaran organisasi it
berhasil baik mengkoordinir Lasykamyva, vaitu: Kesatria Pesindo, yang
kemudian dikenal dengan nama: Divisi Rencong, Barisan Kelasykaran ini
terdin dan 7 resimen, masing-msing ditempatkan di Kutaraja, Sigli (Pidie),
Lhokseumawe (Aceh Utara), Aceh Tengah, Aceh Tumur, Aceh Barat dan Aceh
Selatan; ditambah dengan resimen wanita Pocut Baren dengan Komandannva
dari wamta sendin, ialah: Zaharadan satu Batalyon Istimewa Alilleri yang
dipimpin langsung oleh Komandan Divisi Nyak Neh Lhok Nga. Selam itu,
divisi juga diperlengkapi dengan a.l perbekalan/persenjataan, di Lhok Nga,
pelayaran di Ulee Lheue dan Bank Pesindo di Kutaraja.”

Perlu juga dikemukakan, bahwa selama Revolusi Kemerdekaan (1945-
1949) antara Kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata resmu (TKR/TRI) dan
badan-badan kelasvkaran di daerah Aceh, yang pada masa sekarang anggota-

anggotanya itu dihitung sebagai veteran pejuang kemerdekaan dan jumlahnya

¥ Ibid, hal. 399, T.A. Talsva, “Fragmen Revalusi 45 di Aceh (XVUI)", dlean Siner
Darussalem no. 75 76, (Banda Aceh, 1978), hal. 85-88.
17 .
Ind.
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diperkirakan tidak kurang dan 60.000 orang, tetapi yang baru terdaftar secara
resm pada kantor Administrasi Veteran 1. Pusat Cadangan Nasional Daerah
Aceh hanya 35.075 orang.™ Dalam berbagai kegiatan perjuangan yang mereka
laincarkan, selalu tampak berada dalam suatu koordinasi vang utuh: tidak
terdapat unsur-unsur pemecah dan persamgan vang berarti yang dapat
melemahkan perjuangan pada waktu itw Hal ini, nanti setelah keluamya
penetapan pemerintah (Benta Negara No. 24 tahun 1947) dan ketetapan Wakil
Presiden, selaku Panghima Tertinggi TRl pada waktu itu, tertanggal Bukit
Tinggl, 26 Agustus 1947, no. 3/BKPU/47 mengenai penyatuan TRI dengan
lasykar-lasykar rakyat memadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh
Indonesia, merupakan faktor yang rnemperlancar proses penyatuan TR1 dengan
Badan-badan Kelasykaran (Divisi Rencong, Teuku Chik di Tiro, Teungku Chik

Paya Bakong, resimen TRIP dan TP!). Di daerah Aceh. "

Kedatangan Tentara Sekuts Dan Tentara Nica di Daerah Aceh

Wilayah Aceh vyang berhasil diduduki oleh sekutw/Belanda selama
Revolusi Kemerdekaan adalah pulau Weh (Sabang). Pulau vang terletak di
ujung paling Utara Sumatera itu, dilihat darn kemiliteran memang cukup
strategis, sebagai basis pertahanan terdepan danm arah Barat Laut lndonesia.
Karena tidak mengherankan, apabila Jepang menjelang saat kekalahannya
menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranva disana di bawah komando

Vice Admiral Hirose. Demikian pula dengan tentara SekutwBelanda, pertama-

¥ Harian Pedit, Juimat 27 April 1979, hal. 111.
VS M. Amin, Kenang-Kenaagan. Wal. 96-97.
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tama perhatiannya diarahkan ke pulau tersebut.pada tanggal 25 Agustus 1945
armada Sekutu vang terdin dari beberapa kapal perang Inggeris telah berada di
muka pelabuhan Sabang. Dalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Mirine
Belanda dan juga Pemenntah Belanda vang menjadi bagian dan AMACAB
(Administration Civil Affairs Branch).”"

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sekutu memanggll Guntyo Sabang,
Teuku Abaih, ke kapalnya untuk diberitahukan, bahwa Jepang telah menyerah
dan karenanya pulau Weh telah kembali kepada pemerintah Hindia Belanda.
Dalam hubungan imi Teuku Abaih, sebagai kepala pemerintahan angkatan
Jepang, khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuatan tentara
Sekutu dan Jepang vang besar di sana, tidak mungkin melakukan tindakan apa-
apa selain dari menerima pembentahuan tentara Sekutu tersebut. Semenjak itu,
dengan dukungan Sekutu, pemernntahan NICA (Netherlands Indies Civil
Administration) mulai dirmtis di pulau Weh. Sejak tanggal 3 September 1945,
Letnan Hemers vyang sekian lama ini bertindak atas nama sekutu, digantikan
oleh seorang pegawai Nica, bemama C.A. Sam dalam kedudukannya selaku
Comanding Officer. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, C.A. Sam
dibantu seorang kepala PID (Politike infichtingen Dienst) vang bernama Emul
Dahniel. !

Dengan  berhasilnya diduduki pulau Weh, tentara Nica mempunyai
basis pertahanan vang kuat di wung Barat laut Indonesia. Dan sini, selama

Revolusi Kemerdekaan, mereka selalu melancarkan Opersi Militer, melakukan

" T.A. Talsya perjuangan Hal. |
' A Hasjmy dan T.A. Talsva, Hari-hari Pertama. hal. 7-8.
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lagi lama-lama tinggal di Kutaraja dan tanggal 10 Nopember 1a kembali ke
Medan. Betapa gawal keadaan pada waktu itu dapat dilihat pada han
keberangkatan rombongan Knottenbelt: kendaraan; Teuku Nyak Arel terpaksa
berjalan di depan sekali untuk menghindar hal-hal yang mungkin dapat
mengancam jiwa utusan SACSEA itu. ™

Hasil penyelidikan Knottenbelt selama satu bulan di Aceh dituangkan
dalam bentuk laporan sementara vang sekaligus juga merupakan sebuah
rekomendasi vang berharga bagi Sekutu dan Belanda dalam menentukan sikap
selamutnya. Adapun isi laporan 1tu seluruhnya adalah sebagai berkut:

“Hendaknva dianggap scbagal kewajiban saya untuk memperningatkan
disini, bahwa, menurut hemat saya, adanya utusan Sekutu di Aceh
dapat memperburuk suasana. Sebab-sebabnya ialah:  pertama:
perselisihan paham yang timbul antara pihak Jepang dengan Indonesia
mengenai masalah “siapa vang berkuasa sckarang’ yang sehari
kesehart menjadi semakin parah; kedua; dengan adanya utusan sekutu
di tempat tahulah orang-orang Jepang, bahwa tindak tanduk mereka itu
diamat-amati dan tahu pula oarng-orang Indonesia, bahwa mereka
tidak dapat mempengaruli orang-orang Jepang untuk tidak mentaati
perintah-perintah SACSEA; ketiga, Aceh dapat dnbaratkan sebagai
sebuah tong mesiu vang untuk meledaknya hanya diperlukan sebuah
nyala apt kecil, sementara seorang utusan SECSEA yang bijaksana dan
ahli tidak akan mungkin dapat memadamkannya jika ia telah meledak,
akan tetapt 1a akan berguna sekiranva tangan api itu belum sempat
mendatangkan suatu malapetaka,”*!

Berdasarkan laporan tersebut, maka pihak Sekutu tidak mendatangkan
lagi utusannya ke Aceh dan rencana untuk menduduki dacrah ini juga
diurungkan. Dermkian pula dengan pihak NICA, meskipun tidak sepenuhnva.

mereka juga terpengaruh oleh rekomendasi Knottenbelt itu.

** Ibid
* hid



D. Peristiwa Cumbok: Awal Perang Saudara

Menuwrut T, [brahim Alfian, pada masa Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia di Aceh terdapat beberapa kelompok elit yang mempunvai
kecenderungan masing-masing dalam dan mempunyai orientast politik vang
berbeda dalam 1merespon Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Karena itu konstelasi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia atau selama masa revolusi di Aceh merupakan refleksi dan interaksi
vang berlangsung antara masing-masing kelompok elit. Kelompok elit tersebut
adalah golongan ulecbalang, golongan ulama, golongan pemuda dan keempat
golongan cendekiawan. =

Stratifikasi sosial keempat kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut, golongan uleebalang; adalah kelompok vang secara turun-temurun atau
secara tradisional menduduki jabatan pemerintahan lokal di Aceh. Walupun
kelompok uleebalang secara sederhana dapat digolongkan kepada satu
kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunvai status vang berbeda-beda.
Perbedaan status 1m berkaitan erat dengan usia silsilah dengan sultan Aceh, dan
otoritas polittk dalam tata feodal seperti luas daerah kekuasaan, dan
scbagainya. Kedua. kelompok ulama: vang merupakan pemimpin spiritual
dalam masyarakat Aceh. Seperti halnya dengan golongan ulecbalang, mereka
tergolong dalam kelompok elit ulama medernis dan ortodoks. Diantara kedua
kelompok ini mempunval oraganisasi vang agak teratur vaitu PUSA. Dengan

demikian mereka mempunyai jarngan komumkasi dengan seluruh anggotanya

3%

T. Yorakim Alfiae dwn hawan-Kawan, Rerelusi Kemerdekaon Republik ldonesia of
Avely (1943-1949), P dan K, provek Pengembagan Permusiuman. (Banda Aceh: 1998). hal 65-
66.
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vang tersebar di seluruh Aceh. Sejak masa pendudukan Jepang, elit ulama
modemis sudah menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, terutama
vang berhubungan dengan keagamaan seperti Teungku M. Daud Beurcueh.
Teungku A. Wahab Seulimun, Teungku Hasbalah Indrapuri dan Teungku
Ismail Yakub. Sedangkan ulama ortodok umumnya masith tetap meneruskan
peran tradisionalnya, terutama di pesantren-pesantren. Diantaranya adalah
Teungku Hasan Krueng Kale dan kawan-kawan. Kelompok ketiga, adalah
kelompok pemuda, vaitu kelompok pemuda uleebalang dan pemuda ulama,
yang pertama adalah elit vang mendapat pendidikan mileter Jepang seperti
Syamaun Gaharu, T.A. Hamid Azwar dan kelompok kedua mendapat
pendidikan seckolah keagamaan modemis seperti Teungku Amir Husin al
Mujatud, Ali Hasjmy dan Cek Mat Rahmany. Mereka kelompok vang pertama
membentuk angkatan bersenjata di Aceh yaitu API, sedangkan kelompok yang
kedua, membentuk badan-badan kelasykaran. Kelompok elit yang keempat
adalah golongan minoritas vyaitu para cendekiawan ataupun pemimpin
golongan minoritas yang bersal dari daerah luar Aceh seperti Mr. SM. Amun,
Sutikno Padmosuparto Jahn Lie dan Ali Murtolo.™

Menilik pendapat ITbrahim Alfian tersebut, kelompok-kelompok di atas
dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok saja. Petama: kelompok ulebalang
dan pasukan pemudanva, kedua; kelompok ulama dan pasukan pemudanva,

ketiga: kelompok cendekiawan atau kelompok pemimpm golongan mimoritas

2

([ -
hidd.



dari fuar Aceh. Polarisasi vang terjadi dalam peristiwa Cumbok im adalah
pertentangan dua kutub, vaitu kutub uleebalang dan kutub utama.

Ketegangan dua kelompok dimulai sejak Residen Aceh T. Nvak Anef
menginginkan sebuah tentara vang berdasarkan keahlian dan pengalaman
orang-orang vang telah mendapatkan pendidikan perwira dan Jepang. Hal ini,
sebenarnya, berarti bahwa pemimpin tentara harus diserahkan kepada
kelompok kecil perwira vang terlatth dan kebanyakan dari mercka adalah
uleebalang. Hanva sedikit vang dikenal sabagai pemuda PUSA yang menerima
latthan pendidikan perwira dari Jepang. Hal ini menvebabkan kecemburuan
pemuda aktivis PUSA dan menjauhkan mereka yang tidak diben kesempatan
untuk berperan di dalamnya. Gejolak ini adalah awal dan muncul gelombang
kekerasan di daerah Aceh pada akhir 1945 dan awal tahun 1946 yang
mengakibatkan tergulingnya kaum uleebalang.*’

Dalam penuturan Van Dijk, perang saudara di Aceh tidak bisa semata-
mata dijelaskan dari segi pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki
tangan Belanda dan pendukung kemerdekaan. Lebih jelasnva Dik menulis:

“Pecahlah perang saudara di Aceh beberapa bulan sesudah Jepang

menyerah. Uleebalang diserang ulama dan para pengkutnva di
seluruh Aceh. Menjelaskan pergolakan ini semata-mata dari segl
pertentangan antara adat dan agama atau antara kaki tangan Belanda
dan penganjur kemerdekaan Indonesia terlalu mudah. Dalam hal yang
terdahulu terlalu tajam ditanik perbedaan antara adat dan agama. Yang
sesungguhnya keduanya dibayangkan sebagai muslim dalam suatu
masyarakat yang semuanya mengakin mushm ..., dalam kontlik
tersebut motit ekonomi dan politik meskipun demikian memainkan

bagian utama, dan malahan lebih penting ketimbang motif
keagamaan” ™

T Kahim. Pergolaken Daerah . hat. 99.
* Dijk. Dernd Islem, hal. 259,
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Persaingan mihter antara vang resmi dan tidak resmi akhimva
memunculkan konflik. Dalam pandangan Alfian. kelompok elit bangsawan
vang masih tetap meneruskan tradisi pemerintahan lokal pada mulanva tidak
membentuk pasukan militer atau kelasykaran karena sudah cukup puas dengan
APl bentukan T. Nyak Arnef Sementara kelompok pemuda PUSA vang tidak
mendapat  Kesempatan  masuk  APl. membentuk lasvkar sendin  seperti
PESINDO, BPl. Mujahidin, Hisbullah dan lain-lain. Tetapi pembentukan
laskar-laskar  yang merupakan “tentara bayangan” di  samping API
menmmbulkan perasaan curiga di kalangan sebagian kelompok elit uleebalang,
terutama di daerah Pidie.~

Sikap kecurigaan itu pada tingkat tertentu membawa kepada konflik
seperti vang terjadi antara asisten Residen Teuku Cut Hasan dengan satuan
lasykar BPl pada waktu upacara pengibaran bendera merah putth di Sigli.
demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan BPl dengan
uleebatang Cumbok di Lameulo. ™

Insiden Sigli dan Lameulo itu menimbulkan reaksi luas dalam kalangan
elit ulama vang mereka tafsirkan sebagai pahlawanan terhadap Pemernntahan
Republik. Sebaliknya para uleebalang di Pidie merasa dirinya terancam oleh

reaksi dart pthak ulama.

* Dalwn wipnancarz pemddisar dewgar Prof Dr K. T, Jbrahim Alfian, tentany wleebalany
Pidie, betiau berpendapat bahwa uleebalang Pidie adalah uleebalang vang paling otonter di
Aceh Sehingga wajar kalau revolusi sosial meledak disana. orang-orang uleebalang disana
kebanyakan melakukan penipuan dan pemerasan terahdap rakvat. Salah satunya beliau
menvebut Teuku Moeda Dalam avah dan Teuku Yusuf Muda Datam yang dihukum mati oleh
rezim Sochario, Teuku Muda Dalam membeli mobil dengan uang zakat penduduk, sehingga
ketika mobilnya lewat di hadapan orang kampung disebut dengan “moto jukent” (mobil zakat),
lthat juga T. Torahim Alfian, revolusi Kemerdekaan. .., hal. 89,

" Lihat Nazzaruddin Syamsuddin, The Cowrse of The national Revolaion in Acheh.
F9-43-7949, Chesi, (Monosh university: 1974). hal. 122



Menvadan situast demikian, Teuku Umar Keumangan, Beureuen.
mengambnl prakarsa untuk melaksanakan perlemuan uleebalang pada tanggal
22 Oktober 1945 di Beurcuen, Pidie. Pertemuan untuk membicarakan masalah
konsolidasi kekuatan dan memperkuat solidantas antara para elit uleebalang
vang tampaknya tidak semulus yang diharapkan. Hal demikian tampak pada
ketidak hadiran beberapa orang diantara mereka. D1 simi jelas menunjukkan
parbedaan kepentingan dari masing-masing uleebalang.*’

Ulecbalang melakukan usaha pembentukan markas uleebalang di
bawah pimpinan Teuku Muhammad Daud Cumbok dengan berkedudukan di
Lameulo. Untuk mendampingi lasvkar-lasvkar vang sudah terbentuk di Aceh,
lalu mereka memandang perlu untuk membentuk badan kelasykaran yang akan
menjadi ujung tombak mereka, vaitu Bansan Penjaga Keamanan (BPK) dan
Perhimpunan Indonesia.*

Bansan Penjaga Keamanan (BPK) imi mempunyai tiga kesatuan:

1. Bansan cap bintang dengan iugas utasma menghadapi perlawanan

rakyat vang menentang kekuasaan para uleebalang.

2. Bansan cap sauh dengan utama di bidang usaha keangan untuk

membiayai gerakan mereka.

! Pertemuan itu bukan saja tidak berhasil mengumpulkan para uleebalang vang cukup

berpengarth di lvar Pidie sepertt T. Panglima Blem Muhammad Al Teuke Nyak Aref dan
Teuku Daudsyah, tetapi juga berhadapan beberapa uleebalang di Pidie, yang punva hubungan
dengan kaum republik seperti Teuku Bentara Pincung (ayah Mr. Teuke Moh. Hasan Gubemur
Sumatera) tidak menghadirinya, untuk lebih jelasnva Yhat Nazaruddin Sjamsuddin, ibidf, hal.
125,

*bid.
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3. Barisan cap tombak dengan rugas utama menangkap para pemimpin
rakvat vang menentang atau menghalang-halangi mereka.™

Pembentukan lasvkar BPK i menmmbulkan suasana vang tidak
konduksit dengan lainnva, terutama BPI/PRI vang sudah mengembangkan
sayap di daerah-daerah ke uleebalangan di Pidie. Suasana tidak nvaman terasa
dalam rangka meraith pengaruh di kalangan masyarakat luas, terutama di daerah
basis BPK, vaito Lameulo. Suasana tidak nyaman dalam proses interaksi
mereka pada tingkat tertentu memmbulkan konflik. Perlengkapan terhadap
beberapa anggota satuan PRI di Lameulo pada tanggal & Nopember 1945
kantor PRT Lameulo diduduki oleh uleebalang, ™

Suasana tegang itu menyebabkan munculkan isu tentang pembentukan
Comite van Onfuangst di Lameulo, seuatu badan vang mempersiapkan untuk
menyambut kedatangan kembali Belanda di Aceh, isu tersebut dimanfaatkan
oleh pihak revolusioner untuk menyudutkan gerakan uleebalang, ™

Revolusi  dipercepat oleh gerakan uleebalang menyerang PRI ¢
Lameulo, lalu mereka bergerak Sigh, vaitu untuk memperoleh senjata dan
serdadu Jepang vang bakal meninggalkan daerah Aceh. Tindakan i1 mercka
lakukan secepatnya agar semjata Jepang tidak jatuh kepada pihak ulama. Untuk
mewtjudkan rencana tersebut satuan BPK berangkat memasuki kota Sigl pada

tanggal 25 Nopember 1945, rencana BPK cepat diketahut oleh PRI Oleh

S M. Amin, kenemg-kencargen dari mersee danpan, (Jakarta: Paramita, 1978). hal. 10-16

™ Syvamsuddin. the Course of The National Revolution. hal. 128

* Kebenaran tuduhan ini samai saal ini belum dapat dibuktikan dan memerlukan
penelitian lagi vang tebih mendalam. lihar Abdullah Husain, Perisriva. (Kuala Lumpur: 1952).
hal. 263.
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karena itu PRI juga memasuki kota Sigli untuk menahan Jepang agar jangan
menyerahkan senjata kepada uleebalang,

Menurut Tengku A K. Jakobit dalam bukunya Aceh Dalam Perang
Mempertahankan  Prokiamsi  Kemerdekaan 1945-71949, Teuku Nvak Arief.
pemimpin  tertinggi  API/TKR  yaitu pasukan rtesmi  pemenntah telah
merencanakan operasi pelucutan senmjata Jepang vang akan digunakan untuk
mempersenjatal pasukan keamanan dan keselamatan Indonesia di Aceh, Teuku
Nyak Ariet dengan Residen Jepang telah membuat kesepakatan bahwa senjata
Jepang hanva boleh di suahkan kepada pasukan AP

Jakobi mencurigai kelompok komunis tkut memperkeruh ketidak
harmonisan hubungan antara dua kelompok besar di Aceh, hal im ditandai
dengan kahadiran Nadhar Zainuddin vang dikenal sebagai tokoh PKI di tingkat
Internasional. Ta pemah dibuang ke Boven Digul oleh Belanda. Ketidak
wajaran itu juga terlthat katika Syamaun Gaharu harus melewati penjagaan
PUSA vang sangat ketat, sedangkan penjagaan uleebalang baru ditemui di
dalam kota. la mehhat massa rakyat vang dipimpin oleh tokoh-tokoh PUSA
mengepung uleebalang dan para pengikutnya yang telah menduduki kota Sigh

sejak 1 Desember 19457

LT} . s - -
Y Sewent derwan perjaniian Jepang akan menverahkan semjatanya pada tanggal 3

Desember 1945, dan pibak pemenintah kemerdekaan diwakili oleh wakii Residen Aceh Teuku
Muhammad Al Panglima Polim. Residen Aceh T. Nyak Anef ndak bisa hadir karena sakit.
Teuku Muhammad Ali di damping oleh Teuku Dirham Meuraksa, mewakili Gubernur
Sumatera. Pada tanggal vang sama juga berangkat Komandan Markas Daerah API, Svamaun
Gaharu, sepanjang perjalanan dan Padangtii sampai se Peukan Pidie, Syamaun Gaharu melihat
rakyat berjalan kalki menuju Sigli dengan membawa senjata. Untuk lebih jelasnya lLihat
Teungku A K. Jakabt, Aceh Dalam  Perang Mempertahankan Prokiamasi Kemerdekaen 1943-
1949, 1(_}ramediah (jakarta: 1998}, hal. 306.
* lbid



Penyelesaian ketegangan sebenarmva telah dicoba oleh keduva belah

pihak. sengketa perebutan senjata antara ulama dan uleebalang dan Jepang

diselesatkan apar senjata Jepang diserahakn saja kepada republi melaui Residen

Aceh Teuku Muhammad Ali Pangltima Polim, Teuku Djahan Meuraksa dan

Aboe Bakar, Sedangkan di pthak uleebalang diwakihi oleh Teuku Pakeh

Sulaiman dan Hasan Ali dari PUSA. Pemerintah Jepang diwakili oleh Buusu-

Cho (M. Mituaka) dan Kaibiti-Cho (M. Sokata), kedvanya adalah utusan dari

Gubemur Sumatera. Isi surat perjanjian tersebut adalah:™

1.

[SS)

(W%

Lima (5) hari lamanya tentara kita dikepung oleh puluhan ribu
orang Barsan Indonesia. Memilik keadaan 1w terpaksa kita
menyerahkan senjata kepada mereka. Karena itu senjata-senjata
kepunyaan kita, seperti tertera di bawah ini, keta serahkan dalam
tangan orang Indonesia vang berwajib. Senjata tersebut ada dalam
dalfiar terlampir.

Mulai pada saat penyerahan senjata-senjata tersebut dan seterusnya
pithak Indonesia menjamin tentang keselamatan dan harta-harta
orang Nippon vang berkedudukan di daerah ini. Begitupun pula bila
tentara kita dan orang-orang Nippon berkedudukan di daerah i
perlu dipindahkan ke lain daerah, juga menjamin keselamatan
sampai tiba tujuan.

Semjata-semjata tersebut kemudian juga tidak akan dipakal selain
fuyjuan menjaga - keamanan umum. Selanjutnya pihak Indonesia

menanggung jawab untuk menyimpan senjata senjata tersebut.

* ihid.
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Letusan tersebut diketahui dar uleebalang yang mempertahankan kota
dipangkal jembatan. Tidak lama kemudian tembakan disambut pihak PUSA
dari Pante Tengoh. Pemimpin APITKR Teuku Hamid Azwar memberi
ultimatum agar semua senjata vang diperoleh uleebalangdi Sigli dan tentara
Jepang diserahkan kepada APLTKR pasukan resmi pemerintah Indonesia. la
meninta kepada dua pihak yang bertikai kembali ke tempat mereka imasing-
masing. Teuku Himid Azwar bertindak sebagai militer netral dan mengambil
tindakan tegas untuk kepentingan Republik sesuai dengan intruksi Residen
Aceh Teuku Nvak Aref, meskipun 1a harus berhadapan dengan saudaranya
sendiri, ™

Sebagai akibat meletusnya tembak-menembak antara dua kelompok di
atas, Jepang tidak mau menepati janji untuk menverahkan semjatanya kepada
pemerintah  Indonesia.  Perpecahan  ulama-uleebalang  memuncak menjadi
Revolusi Sosial.

Cara melucuti semata dari Jepang merupakan sebab langsung terjadinya
konflik bersenjata antara golongan ulama dan uleecbalang. Pertengkaran semata
vang telah direbut dan Jepang di Sigl menimbulkan serangkaian peristiwa
yang akhimya mengakibatkan kejatuhan uleebalang,

Jepang bermain di belakang lavar. memanfaatkan perpecahan yang
terjadi dengan memberi senjata kepada uleebalang Senjata vang disimpan di
gudang leupeum dan Titeue diserahkan kepada pihak Cumbok. Sementar itu,

Abu Daud Tangse dari PUSA berhasil merampas senjata di gudang Lingkok.

* Ihid.



Dengan hasil rampasan senjata itu PUSA mengimbangi lawan ketika pecah
Perang Cumbok. ™

Tindakan Jepang tersebut menimbulkan suasana genting antara BPK
dengan PRI, Akibatnya terjadilah bentrokan senjata antara kedua lasykar itu
pada permulaan Desember 1945, Bentrokan senjata vang berlangsung antara
BPK dan PRI di Sigli mengundang perhatian pemerintah daerah, Atas imsiatif
pemenintah daerah melalu TKR, pertempuran vang berlangsung di Sigh dapat
dihentikan pada tanggal 6 Desember 1945. Jalan penvelesaian yang ditempuh
vaitu pengosongan kota Sigli oleh kedua lasvkar, penverahan keamanan kota
Sigli kepada TKR, dan penyerahan senjata kepada TKR. "'

Menurnit S.M. Amin dengan terhentinya pertempuran di kota Sigh tidak
berarti perdamaian telah tercapal. Ketetapan vang telah disetujui bersama itu,
tidak semuanya ditaati. Pertempuran masth berlangsung di luar kota Sigli
Markas uleebalang temyata tidak mengembalikan seluruhnya semjata vang
diperoleh dari Jepang kepada TKR. Kemudian tanggal 10 Desember 1945
Markas ulecbalang untuk kedua kalinva mengadakan pertemuan di kediaman
Teuku Laksamana Usiman, uleebalang Nvong di Leungputy, hasil pertemuan
itu  telah turut memperuncing suasana  kembali dan ini berartt tidak
menghiraukan lagi ketentuan vang telah disepakati bersama di Sigh, dalam

pertemuan diputuskan agar ulecbalang menanggapi dan kalau perlu membunuh

¥ Iyid hal 310,

S M. Amin, Kenang-Kengam Dari Mase Lompen, Pradiva Pramita, (Jakarta. 1978).
hal. 133-134.



para pemimpin  vang menentang garakan mereka, Dan  diharapkan akhir
Desember 1945, pelaksanaan rencana ini sudah selesai ™

Untuk mereahsasi keputusan pertcmuan Leungputu, teniara Markas
uleebalang, BPK segera beruindak. Mereka mulai melepaskan tembakan-
tembakan terhadap kampung-kampung vang diperkirakan sebagai tempat
pemusatan kekuatan lawan mercka. Kemudian disusu! pula dengan aks
pembakaran  gedung-gedung  diperhitungkan akan  digunakan  sebagai
pertahanan atau tempat pertempuran pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin
lawannya itu. Tanggal 16 Desember 1945, BPK dengan senjata-senjata berat
vang dimilikinya, menembaki kampung-kampung di sekitar Luengputu dan
Meutareum yang memang selama 1 menjadi pemusatan pemuda dart PUSA.
Tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gedung sekolah agama di Tieteu
serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tempat.

Menghadapi tindakan markas uleebalang yang semakin meningkat itu,
di pihak lain para pemimpin dan pemuda yang jiwanya tampak semakin
terancam, mulal pula mengkoordinir diri secara lebih terpadu. Pada tanggal 22
Desember 1945, mercka mendirikan suatu organisasi vang dibert nama Markas
Besar Rakyat Umum (MBRU) dengan kedudukan sementara di Gampong
Garut dan kemudian dipindahkan ke kota Sigh., Orgamnisasi i ternvata
mendapat sambutan hangat dari sebagian besar rakvat kecil: dimana-mana di
seluruh daerah Pidie didinkan barisan-barisan perjuangan vang tunduk dibawah

komandan MBRU 1tu. Akibatnya Markas uleebalang lebih meningkatkan lagi

* Ibid
 bid.



64

kwalitas serangan bersenjata; pada tanggal 30-31 Desember 1945, tembakan-
tembakan mereka kembali diarahkan ke Meutareum. Langsa. [lot dan lala.
sehingea kampung-kampung di sekitarnya mengalami kerusakan berat, ™

Pertempuran di berbagai tempat terus berlangsung selama sisa bulan
Desember. Pasukan-pasukan uleebalang membangun empat kubu di berbagat
bagian Pidie dan menuliki lebih banyak senjata api schingga memungkinkan
mereka untuk mengadakan serangan yang berulang kali. Para aktivis MBRU
meminta kepada pemerintah agar segera mengganti seluruh kekuasaan di Pidie
dan disusun kembali berdasarkan ~kedaulatan rakyat™.

Dalam kacamata Audey R. Kahin, pertempuran Pidie sebagian
ditentukan oleh siasat politik di Kutaraja dan sebagian lagi oleh gerakan
pasukan-pasukan PUSA dani Acech Utara ke Pidie. Dalam menghadapi keragu-
raguan pejabat, para pemimpin PUSA dan pemuda menunjukkan alasan-alasan
mereka melawan uleebalang di dalam KNI (Komite Nasional Indonesia)
keresiden Aceh. Pada waktu vyang sama Tenghu M. Daud Beureuch
mengintruksikan para pemimpin PUSA di Aceh Utara untuk memobilisasi para
anggota Pesindo dan Mujahidin guna menverang bagtan timur Pidie. Sebagai
Komandan Teuku Abdul Wahab Seultimeum, seorang ulama reformis
terkemuka dari Aceh Besar, menarik hati pemuda pedesaan untuk bergerak
memasuki Pidie pada minggu terakhir bulan Desember .

Ketika ribuan pemuda dan penduduk desa dar segala jurusan menuju

markas uleebalang di Lammeulo. penvelesalan akhir sudah dekat. Tetap

* Ibid.
* Kahim. Pergoledent Daerah. hal 101
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sifatnva ditentukan di Kutaraja, vang para ulama dan pemimpin pemuda pada
akhimva berhasil memaksa para pemimpin Republik vang ragu-ragu untuk
menentang  uleebalang  Pidie. Pada tanggal 8 lanuari 1946, pemcrintah
keresidenan Aceh dan MBRU (Markas Besar Rakyat Umum)™ mengeluarkan
dua buah pengumuman bersama. Yang pertama, mencap pasukan-pasukan
vang berpusat di Lammeulo sebagai “pengkhianat dan musuh republik
Indonesia™. Yang kedua, meminta agar mereka menggerakkan senjatanva.
Kedua pengumuman ini tidak mengubah hasil akhir konflik di Pidie, bahkan
memberi  wibawa legalitas-legalitas  kepada kaum sosial-revolusioner itu
kemudian agar tindakan-tindakan mereka dibenarkan. Dalam ungkapan S.M.
Amin, “Tindakan-tindakan PUSA. vang semula dianggap tlegal, kemudian
menjadi  legal.  Pemerintah  daerah  membenarkan tindakan PUSA  dan
mengambil alih usaha PUSA untuk menghancur uleebalang vang dianggap
sebagai pengkhianat negara, vang berarti pemernntah bertanggung jawab penuh
atas segala akibat yang ditimbulkan cumbok™ */

Uleebalang Pidie tidak memperdulikan ultimatum itu. Hanya dalam
beberapa hari saja, Lammeulo jatuh, dan kepala adat kemudian ditangkap.
Pemerintah karesiden meminta agar para uleebalang itu dibawa ke Kutaraja

untuk diadili. Tetapi mereka tidak pernah diajukan ke pengadilan “Pada Waktu

" Badan ini dibenuk pada tanggal 30 Desember 1945 untuk mengkoordinasi kegiatan
jawatan-fawatan  pemerintah, laskar-laskar vang berdin  sendini  dan partai-partai pofitik.
Kolonel Syamaun Gaharu sebagai komandan TKR, adalah ketua pertamanya. Pengurus Markas
Umum Daerah Aceh lengkap adalah. Penasehat; residen Aceh. Teuku Nyak Arief, kewia:
Kofonel Syamaun Gaharu, wakil ketua. Mavor Teuku Muhammad Svah. anggota; Husin
Yusuf, Nyak Umar, Jailam, Teuku Muhammad Daud Beuseueh, A Hasjmy, Abdurrahman dan
T.M. Amin. Untuk lebih jelasnya lihat Tengku A K. Jakobi. Aceh dedam perang. hal 512

N Amin, disekilar peristive herdaraf di Acefi (Jakarta: 1956) hal. 14
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itu”, tubis seorang permumpin Pesindo, “Dalam Hati Rakyat Menggema
Sembovan: “Rakval lelah menjadi Hakim™ Karena rakval menjadi hakim.
kaum uleebalang Pidie itu benar-benar dihabiskan. Kecuali dua orang,
pasukan-pasukan Pesindo dan Mujahidin - menghukum mati semua yang
menjadi kepala adat wilavah pada zaman Belanda dan zaman Jepang. Juga para
pemuka vang diangkat menduduki jabatan seperti militer dan sipil Republik di
Pidie mereka bunuh. Lalu penduduk pedesaan menolch kepada para anggota
keluarganya vang masth hidup, dalam beberapa peristiwva mereka membunuh
semua laki-lakinya dan dalam penstiwa lainnva hanya menyisakan anak-anak
lelaki yang paling kecil. Keluarga vang masih hidup hartanva dirampas habis-
habisan begitu penduduk desa mengambil alih harta kekayaan uwleebalang.
Rizky vang tidak disangka-sangka bagi mereka adalah didapatkannva milik
vang paling dihargai tinggi di Pidie, yaitu sawah. Para penyewa mengambil
alih tanah vang mereka garap untuk kepentingan adat, pemlik tanah tersebut,
dan mereka yang percaya bahwa uleebalang telah merampas tanah mereka atau
milik leluhur dengan cepal menvatakan hak mereka akan ladang padi, kebun
kelapa, kebun pinang.™

Selain kaum uleecbalang dikalahkan, para pemimpin markas besar
rakvat mengadakan rapat-rapat umum untuk membentuk pemernintah yang
berdasarkan  “kedaulatan rakyat”.  Teungku Abdul Wahab Seulimeum,
Panglima Kesatuan rakyat dan Acch Utara, diangkat menjadi asisten residen

vang baru untuk Pidie, dan Hasan Ali, pemimpin Pesindo menjadi wakilnva.

™ Teuku Ali Barsyah Talsyah. Sedjarah dem Dokwamen-Dokwmen Pemberoniakan o

Atjeh, (Jakarta: Kusuma, 1955) hal. 21-25,
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Para pengikut PUSA mengambil alih semua kedudukan pemerintahan tingkat
bawah ~atas nama rakvat™.

Akibat peristiwa Pidic scgera terasa dibagian-bagian Acch lainnva.
pada periengahan Februari 1946, 23 ulecbalang di Aceh Besar menvatakan
tanggap terhadap “kedaulatan rakyat™, mercka bersedia mengundurkan dirt
untuk membern tempat kepada kepala-kepala daerah pitihan rakvat. Tanpa
harus mempertahankan kedudukannya dalam pemerintahan keresidenan dan di
daerah-daerah di luar Pidie, tetapi situasi ini akan segera berubah.™

Dalam bulan Februan kekacavan meletus di Aceh Timur vang
memberikan tanda dimulaimva revolusi sosial tahab kedua. Teungku Amir
Husein al-Muyjahid, Ketua pendiri pemuda PUSA, menyatakan dirinva sebagai
panglima TPR (Tentara Perjuangan Rakyat), suatu pasukan vang dibentuk
untuk imenggulingkan uleehalang vang dianggap pro-Belanda oleh Teungku
Amir Husein al-Mujahid. Sebenarnya TPR tidak banvak menyerupai tentara,
karena para anggotanva tidak memiliki atau sedikit sekali mengenal latihan
kemiliteran.  Tetapi  panggilan  Teungku Amir  Husein  al-Muwahid  vang
bersemangat untuk berjuang bagi kepentingan rakyat, kepribadiannva vang
menarik, scorang orator vang kemahirannya berkias tidak tertandingi, segera
menarik ratusan pemuda desa untuk bergabung ke dalam pasukannva. Setelah
berhasil mencopot para pejabat uleebalang di Aceh Timur dan mengangkat

penggantinva, Teungku Amir Husein al-Mujalud melantik  seorang  ulama

PTMA. Panglima Polim, Memair ({ jarestcny, Alhambra, (Banda Aceh: 1972), hal 28-
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PUSA menjadi asisten residen Aceh Utara yang baru. Kemudian TPR
melanjutkan gerakannva disepanjang pantai utara menuju ibukota keresiden.

Pada bulan Maret, TPR vyang kint sudah begumlah ribuan bergerak
memasukl Kutaraja. Teungku Amir Husein al-Muwahid menuntut pemecatan
Mayor Jendral Teuku Nya’ Aref sebagai pengawas tentara dengan pangkat
Mayor Jendral, sedang Husin Yusuf, pewira tentara dengan tertinggi vang
mempunyai  hubungan dengan PUSA, diangkat sebagai komandan divisi
menggantikan Syammaun Gaharu. Dikalangan sipil, pejabat residen Teuku Ci°
Muhammad Daud Syah dinaikkan sebagal residen, kedudukannya vyang
dijabatmya seclama masa revolusi selebihnya. dan Teuku M. Amin, sekertaris
PUSA diangkat menjadi asisten residen.

Dalam beberapa han saja sejumlah uleebalang dan bekas pewira
tentara, termasuk Teuku Nvak Aref dan Syammaun Gaharu, dikenakan
penahanan. TPR menahan uleebalang Aceh Besar, bahkan juga mereka yang
secara suka rela mengundurkan diri sebulan sebelumnya. Lalu sebuah pasukan
pemuda bergerak turun ke pantal untuk mengumpulkan uleecbalang Aceh Barat
dan Aceh Selatan. Kurang lebih 60 orang ditawan di pegunungan Aceh
Tengah, antara lain Teuku Nyak Aref, yang meninggal dua bulan kemudian.

Menjelang akhir Maret 1946, revolusi sosial itu berakhir. Namun
pengalaman Aceh itu  tidak diakui sebagai bagian sah dari perjuangan
kemerdekaan oleh elit nasional Indonesia vang Ingin  mempertahankan
perbedaan amtara revolusi nasional, vaitu perjuangan menentang kolonialisme

Belanda, dan revolusi sosial, vaitu perjuangan menentang struktur kekuasaan
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“kedaulatan rakvat” ternvata merupakan pendorong utama bagi perubahan
peranan itu.

Menurut 1. lbrahbim Alfian, ada beberapa faktor vang menyebabkan
kalahnya uleebalang dalam peristiwa revolusi sosial di Aceh. Faktor pertama.
perpecahan antara kelompok elit Uleebalang hanva terbatas hanva pada
beberapa uleebalang vang mempunyai 1katan solidaritas dengan Teuku
Muhammad Daud Cumbok. Faktor kedua, keptawaian dan kepintaran golongan
ulama menggunakan simbol-simbol keagamaan dan kemerdekaan dalam
rangka menarik perhatian dan pengaruh dari sebagian besar rtakyat Aceh.
Faktor ketiga, keberhasilan para ulama mempengaruhi kerisidenan Aceh dan
media massa. Media komumkast yang terdapat di Aceh Semangar Merdeka

sangat aktit mempengaruhi pendapat umum mengenai gerakan ini.”™

T Jbrabinr Alan, Revolusi Aererablaan, hal 7576,



BAB IV
PEMERINTAHAN DALAM KENDALI ULAMA
A. Pembentukan Majlis Penimbang

Setelah  selesainya revolust  sosial, problema selanjutnya adalah
bagaimana mengatur harta peninggalan pihak uleebalang vang telah dikalahkan
dan tidak terjamin keselamatan jiwamereka. Adanya usaha-usaha dari anasir-
anasir yang tidak berhak untuk mengambil harta peninggalan ulecbalang,
penganiayaan-pengamayaan terhadap famili mereka, bukan tidak mustahil akan
menyebabkan meletusnya perang saudara kembali. Sehubungan dengan harta
peningealan uleebalang, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Badan
Pekerja Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Aceh, pada tanggal 24 Juni 1946
telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, vaitu: “Peraturan tentang
Menguasai atau Memiliki harta benda peninggalan uleebalang-ulegbalang
Daerah Aceh™.

Dalam peraturan tersebut dikemukakan, penyelesaian pemerintah untuk
membentuk Majlis Penimbang dengan susunan pengurus: sebagar ketua I, I,
1, IV, V dan VI, masing-masing ditunjuk Tengku Abdul Wahab Seulimeum
{Bupati Pidie), M. Husein. Tengku Haji Mustafa Ali, Hasan Ak, T. Mohammad
Amin dan Tengku Ham Peureulak, sedangkan Panitera Urnum ditunjuk Tengku

Nvak Umar -

1

HTM Amwa, vvswwy Flwaeniiest Republik Dedonesia 2 Aved, (Bamds Seh,
Masvarakat Sejarawan Indonesia Cabang Banda Aceh, 1976), hal. 3-6.

T, Thrahim Alfan. Revolusi Kemerdekaan Indonesia Di Aceh (1943-1949). (Banda
Acen Depdikbud, 1982), hal. 81.
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Menurut van Dik, latar belakang dibentuknva Majlis Penimbang ini
adalah adanya penvitaan terhadap harta uleebalang vyang sebagian besar
diberikan kepada ulama. Ulama juga menuntut kedudukan vang paling
menguntungkan dalam ekonomi untuk mereka sendiri. Misalnya Said Abdullah
menjadi manajer perkebunan asing atau vyang dimibki oleh pemerintah.
sedangkan Amir Husin al-Mujahid dihadiahi jabatan direktur ternama
perusahaan Sumatera Utara, dan seorang pemimpin PUSA lain, Nyak Neh,
menguasai perdagangan.’

Gejala-gejala tersebut menimbutkan banyaknya perlawanan tidak hanya
dari kerabat ulecbalang yang meninggal dunia, yang harta miliknya disita,
melainkan juga di pihak rakyat jelata dan ulama-ulama Islam tradisionalis yang
tidak masuk dalam kategori ulama PUSA. Misalnya Tengku. Hasan Krueng
Kale dan Tengku Hasbullah Indrapuri, mengutuk pengambilan harta kekayaan
uleebalang dan menyatakan hukumnya haram. Untuk meredakan kecaman-
kecaman terhadap pembagian kekuasaan dan harta benda, pemerintah daerah
Aceh membentuk Maielis Penimbang di setiap Kabupaten.”

Majlis in1 diserahi tugas mengurus semua bekas barang milik sang
uleebalang almarhum. Dari hasil pendapatan im diharapkan agar kerugian
yang ditimbulkan oleh uleebalang pada masa lalu maupun dalam bulan-bulan
dekat sebelum dan sesudah revolusi sosial dapat terganti. Barang-barang vang

dibeli Uleebalang dengan harga rendah yang tidak wajar, diberi kesempatan

: Dijk, Darnd Iskam, Sehiwcdr Pemberomakari, {(Jakarta: Grafiti, 1993). hat. 267.
.
tbid.



kepada pemlmiknyva untuk membeli kembali barang-barang itu menurut harga
yang diterima semula. Sisanya, dibagi antara ahli wars uleebalang almarhum,
Pembentukan Majlis Pemmbang pada Juli 1946 mendapat tantangan
seperti di atas karena keanggotaannya terdint hampir seluruhnya dar ulama.
Juga, anggota tidak berhasil melaksanakan tugas sebagaimana mestinva.
Kegagalan m juga diakw oleh anggotanva sendin. Ada beberapa faktor
mereka kemukakan sebagal alasan, umpamanya, perang melawan Belanda dan
kenyataan bahwa dalam pendaftaran harta milik uleebalang, mereka sulit

melakukan rekonstruksi barang-harang vang berhak disita.”

Pelepasan Hak-hak Uleebalang

Sehubungan dengan gangguan atau penganiayaan terhadap famili atau
yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut markas ulecbalang, dalam rangka
menjamin keselamatan, pemerintah mengeluarkan sebuah ketetapan tertanggal
13 Agustus 1946, No. 59/NRI. Dalam ketetapan itu discbutkan tempat tinggal
khusus bagi ulecbalang, dan kepada mereka diberikan sokongan sebesar Rp
100 {seratus rupiah) per bulan ditambah dengan jatah beras kepada pegawai
negeri waktu itu. Adapun tempat pembuangan itu adalah di desa Sadong, di
desa ini dibuang Teuku Nyak Arief bekas Residen Aceh® Bersama Teuku

Nyak Arief ikut Syamaun Gaharu dan Teuku Hamis Azwar dalam pembuangan

ini.

* Ihid., hal. 268.
“Teuku Nyak Adef diangkat sehacai Residen pertama Aceh pada tanggal 29 September
1943, dalam pembuangan Teuku Nvak Arief meninggal dunia.
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Jabatan Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh diambil alih Teuku
Mohammad Daudsjah juga scorang uleebalang, tetapt sudah lama memjadi
anggota PUSA vyang setia. Seorang uleebalang lain anggota PUSA, Teuku
Mohamimad Ammin, diangkat menjadi wakil residen. Tengku Daud Beurcuch
sebelum diangkat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Karo juga
mendapat kehormatan untuk duduk sebagai wakil Residen Aceh di samping
juga menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama di Aceh. Amir Husin
al-Mujahid vang mengangkat dirinya sendiri dari pangkat mayor menjadi
mayor Jendral memadi staf umum tentara Republik Indonesia di Sumatera,
Husin Jusuf, bekas sekretans pemuda PUSA, diangkat dan jabatan mayor
menjadi kolonel dan menggantikan Svamaun Gaharu sebagai panglima divisi
V. Perubahan-perubahan ini dilakukan atas kehendak rakyat yang diwakili
Tentara Perjuangan Rakvat.’

Demikianlah, perubahan-perubahan terhadap status dan  kekuasaan
uleebalang diambil alih ulama lewat kekuatan PUSA  mendominasi
pemenntahan. Seperti uleebalang Sagi Mukim XXII menyatakan pada tanggal
10 Februari 1946 sebagai berikut:

1. Hak uleehalang turun-temurun menggantikan pemimpin negen tidak
lagi sesuai dengan konteks zaman kin,
2. Uleebalang adalah warga republik dan menghormati kesejahteraan

rakvat: dan

"Ibid, hal. 266.
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3. Mereka telah memutuskan, demi tercapainva organisasi vang
sempurna. a) memohon kepada pemerintah dengan hormat agar
memberikan kepada penduduk kedua puluh dua mukim hak untuk
memilih pemimpin-pemimpinnya sendiri, dan b) meminta agar semua
uleebalang, termasuk kepala Sagi, untuk mengundurkan diri dari
jabatannya.®
Inilah hasil revolust vang banyak mengecewakan kaum uleebalang, di

samping ada uleebalang vang terusir dart kampung halamannya, disita
hartanya, dicabut hak-haknya dan lain-lain. Tentu perasaan tersebut
memunculkan  kekecewaan terhadap kaum ulama, perlawanan terus

diupayakan.

Oposisi Terhadap Ulama

Ketidakpuasan terhadap kendali ulama dalam pemerintahan secara
terang-terangan diperlihatkan oleh kelompok Said Al dan kawan-kawan,
komplotan ini dalam sejarah dikenal dengan gerakan Said Ali Cs. Mereka Said
Ali Al-Saqqaf, Tengku Muh. Asyik, Muhammad Meraxa (Aceh Besar),
Tengku H. Muhsin, Nyak Sabi dan T. Syamanu Latit' (Pidie). Kelompok im
kecewa karena tindakan PUSA dalam peristiwa revolusi sosial di Aceh. Tujuan
perakan dituangkan dalam suatu program yang dinamakan “Frogramma van

actie” yang berbunyi sebagai berikut:

¥ Bid.
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Menggantikan segala pegawai yang tidak cakap

Memberhentikan semua pegawai vang nyata-nvata melakukan
korupsi.

Memberhentikan semua pegawai vyang nyata-nyata melakukan
korupsi.

Memberhentikan semua pegawai yang tidak konsekwen

Agar pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat
Sebagail bukti pemerintah harus mengembalikan harta anak yatim
vang sekarang masih distmpan dalam Majlis Penimbang, dan
supava pemerintah menjelaskan kesalahan vang ditkakukan di luar
pertempuran oleh orang-orang PUSA.

Membubarkan panitia pemilihan umum di  daerah Aceh dan
menggantikannya dengan yang baru.

Menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer. "

Pada awal Agustus Said Al dan rekan-rekanya ditangkap dan dituntut

karena memfithah para pejabat senior pemerintah daerah. Beberapa hari

kemudian, sesudah mereka dibebaskan, mercka melaksakanakn upaya pertama

untuk  kudeta. Barangkali gerakan ini membayangkan revolusi Desember 1945

atay awal Januari 1946, balas dendam merupakan motif yang dapat dicermati

dalam gerakan 1ni. Hal tersebut yang dapat dilihat dalam tuntutan-tuntutan

mereka.

2 ibid, al §34
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Said Al dan rekan-rekan melanjutkan perlawanan kedua mereka pada
tanggal 4 November 1948. Perbuatan Said Ali i digolongkan dalam kategoni

perbuatan sisa-sisa uleebalang. Mereka akhirnya dibuang dan Aceh.

Respeon Pemerintah Pusat

Seperti  tevolusi-revolusi sosial lainnya di daerah-daerah Indonesia
waktu itu, pemerintah pusat bisa dikatakan tidak mampu menghadapi bahkan
menyelesaikan persoalan-persosalan di daerah. Pemerintah pusat membiarkan
atau untuk sementara terpaksa mendukung pergolakan intermal daerah dengan
alasan pembabatan sisa-sisa feodal. Bagi pemerimtah pusal gerakan-gerakan
daerah menambah persoalan dalam menghadapi dunia luar, di Pekalongan
Syahrir, Soekarno, dan Hatta mengeluh karena mereka berpendapat bahwa
menghadapi Pekalongan lebih sulit daripada menghadapi dunia luar, Presiden
secara ketus mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan “Negara
Tolong™ yang memberi kesan baginya bahwa gerakan revolusi sosial adalah
gerakan separatis. Perscalan pengakuan kemerdekaan dari dunia luar lebih
diutamakan, pada sisi lain pemerintah Rl juga harus menunjukkan kepada
sekutu khususnya Inggris dan Amerika Serikat bahwa Rl mampu memerintah
seluruh Kepulauan Nusantara. Di Aceh kaum ulama sebagai pemenang dalam
revolusi, kekuatannya bertambah tangguh ketika Aksi Militer Belanda pada

akhir Juli 1947,

* R Kadvin, Pergolalan Daereh Puate Aved Kemerdedaem. (Jakara: Srafh, (990), L'
16-17.
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Aksi militer Belanda itu justru memperkuat posisi pemimpin PUSA.
Tengku Daud Beureuch. Kemampuan ulama menghancurkan lawan-lawannva
tanpa campur langan pemerintah pusat memperlihatkan derajat otonomi dacrah
sepanjang masa revolusi, Tentu saja pemerintah pusat cukup mengetahul apa
vang sedang terjadi di daerah tersebut, tetapi pemerintah pusat tidak memiliki
pilthan selain membiarkan saja penguasa setempat untuk mengatasi sendir
masalah mereka.

Dibiarkan tidak terganggu oleh Pemenntah Pusat, Daud Beureueh
bukan saja dapat menghancurkan Gerakan Said Ali dan kegiatan para peimpin
kirl yang terus berlanjut, tetapi juga mampu mengerahkan rakyat untuk
menghadapi Aksi Militer Belanda yang kedua pada pertengahan Desember
1948, Perlawanan terhadap Belanda tampaknya tidak terpengaruh oleh gejolak
politik intern. Perselisthan antara kaum reformis PUSA dan ulama tradisional
dalam masalah polittk sama sekali tidak menyebabkan ulama tradisional itu
tidak mendukung Gubermur Militer dalam perjuangan menentang Belanda.
Kedua kelompok ulama ini telah lebih dahulu sepakat untuk mengumumkan
bahwa perjuangan merebut kemerdekaan dari Belanda adalah, wajib bagi umat
Islam,” sehingga mereka mengubah revolusi menjadi sebuah perjuangan
keagamaan. Oleh sebab itu para ulama tidak sukar memperoleh dukungan
rakyat untuk revolusi. Sudah sejak Perang Aceh, rakyat Aceh telah memandang
Belanda sebagai kupfiee (kafir), sehingga mereka mudah menerima interpretasi

perlawanan terhadap Belanda sebagal suatu perjuangan agama.

" vMakloemat Oclama Seloeroeh Atieh”, pamiflet, bertanagal Kutaraja. 15 Oktober 1945,
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Akan tetapi, dukungan kaum ulama untuk Republik sangat banvak
ditentukan oleh harapan mereka tentang masa depan dasar negara Indonesia
vang sama sekali belum jelas bagi mercka. Mercka berpendapat bahwa jikalau
negara tidak didasarkan pada hukum Islam, maka mereka tidak dapat
memperjuangkannya, sebab perjuangan tersebut bukan merupakan suatu
perjuangan agama, sehingga korban vang jatuh akan menjadi sia-sia. Oleh
karena itu, dalam suatu perternuan dengan Sockarno di Kutaraja pada tahun
1948, baik ulama tradisional maupun reformis telah mempersoalkan dasar
negara ini kelak, di samping mendesak Presiden agar menerapkan hukum Islam
secara luas. Dalam jawabannya, Presiden hanya menunjuk pada Piagam Jakarta
vang menjamin pelaksanaan syariat islam terhadap semua umat islam dh
Indonesia, dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan Aceh
sebagai daerah Islam.”> Jawaban ini tidak memuaskan para ulama. Hanya
setelah Sockamo menegaskan kembali bahwa Indonesia akan didasarkan pada
prinsip-prinsip Islam barulah mereka menyatakan kesediaan mercka untuk
mendukung Republik.

Apa vang menyebabkan Pemerintah Pusat tunduk pada rakyat Aceh dan
membiarkan mereka memiliki otonomi vang demikian besar? Barangkali
jawaban terhadap pertanyaan mi terletak pada takta bahwa Pemerintah Pusat
tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kontrol yang nvata di daerah
itu dalam situasi 1945-1949, sementara rakyat Acch benar-benar bebas dari

pengaruh Belanda. Kenvataan bahwa Aceh Tuput dari pendudukan Belanda

"* Kronik Kemeriertan Penerargan, 25 1954), hal. 79-80.
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dalam dua Aksi Militer pada tahun 1947 dan 1948, sementara daerah lain
termasuk ibu kota Republik telah dikuasar Belanda, merupakan modal penting
bagi pemimpin-pemimpin Republik. Dengan demikian dapatlah ditunjukkan
kepada dunia bahwa Republik masih ada. Di pthak lain, karena bebas dari
tekanan Belanda, Aceh menjadi markas operasi militer Republik di Sumatra,
selain berfungsi sebagai sumber keuangan yang penting bagi Pemerintah Pusat,
terutama untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri. Berbagai kegiatan Republik di
luar negeri itu dibiayal oleh perdagangan antara Aceh dan Malaya, meski ada
blokade Belanda, dan melalui penjualan obligasi nasional vang sangat berhasil
di Aceh, di samping dibiayai dengan harta yang disita dan para {/lechalang.
Otonomi Aceh juga melayani kepentingan Pemernintah Pusat pada masa
revolusi, karena Aceh selalu memperlihatkan loyalitas kepada pemenintah
dengan dukungan dalam setiap penstiwa. Jadi, rakvat Aceh tidak hanva
menolak  Persatuan Perjuangan'® ketika mereka berusaha menggagalkan
perundingan antara Republik dan Belanda, tetapi juga menolak menghadin
konferensi para pemimpin seluruh Sumatera yang disponsori Belanda untuk
mendirikan Negara Sumatera pada awal tahun 1948 Sehubungan dengan
kesetiaan  ini, adalah menjadi  kepentingan  Pemerintah  Pusat  untuk
mempertahankan kekuatan politik Aceh vang kuat dan bersatu, tanpa
mempersoalkan siapa vang menguasai. Dengan demikian. Pemenntah Pusat
terpaksa mengizinkan pemimpin-pemimpin setempat untuk mengatasi masalah

mereka dengan cara mercka sendin. Dalam hal ini, dan karena ketidakhadiran

"“Osman Raliby, Documenta Historica (Jakarta: Bulan Bimang, 1953), hal. 223.
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Belanda di Aceh, Pemerintah Pusat bebas dar segala kekhawatiran tentang

kemungkinan bahwa lawan-lawan PUSA akan bekerja sama dengan Belanda.

Jatuhnya Kekuasaan Ulama

Selama revolusi, Belanda memang tidak membangun kembali
kekuasaannva di Aceh, kecuali di pulau Sabang yang jauh dan Aceh Besar.
Pimpinan Pusat Republik vang terkepung, jauh di pulau Jawa, tidak dapat
membert hadiah ataupun sanksi untuk mempengaruhi keadaan di Aceh. Akan
tetapt karena penguasa Republik menyandarkan sepenuhnya kepada bujukan
moral, maka pimpinan pusat itu populer sekali dan diterima oleh Aceh.
Menyusul agresi militer pertama Belanda terhadap Republik pada bulan Jjuli
1947, pemerintah pusat mengangkat Teungku M. Daud Beureueh sebagai
Gubemur militer Aceh. Komitmen Daud Beureueh kepada Republik tetap tak
tergoyahkan, sebagaimana terlihat dalam tanggapannya kepada sebuah usul
pada awal 1949 vang memungkinkan Aceh dapat membentuk pemerintahan
sendiri di dalam suatu sistem negara federal yang di dukung oleh Belanda. Eric
Moris secara tegas menyatakan:

Tidak ada perasaan kedaerahan di Acech: jadi Aceh tidak mempunvai

niat untuk mendirikan Negera Aceh Besar karena Aceh berjiwa

Republikan ...

Kesetiaan rakyat kepada Repubhk Indonesia tidak berpura-pura dan

tidak pula dibikin-bikin, tetapi tulus dan ihklas, yang timbul dari

komitmen yang sejati vang dirasakan dalam hati dan dari perhitungan

dan pertimbangan yang kuat. Rakyat Aceh vakin bahwa kemerdekaan

sendin-sendin, dacrah demi daerah, negara-demi negara tidak akan
pernah dapat mencapai kemerdekaan yang abadi."”

17 Eric Morris, “Acel: Revolust Sosial dan Pandangan Islam™ dalam Kahin, Pergoliken
Paeradi, hal. 107,



Karena Belanda tidak berusaha memasuki Aceh, Para pedagang Aceh
dapat terus melakukan perdagangan Aarfer vang menguntungkan melalu selat
Malaka dengan Penang dan Singapura. Pada mulanya, perdagangan iu tidak di
rintangl karena Belanda belum dapat mengusai lalu lintas di selat itu
Menjelang  tahun 1947, Belanda mengadakan blokade laut vang
membahayakan pelavaran, tetapt hal itu tdak begitu menggertarkan hati Para
pedagang Aceh. Ekspor komoditi yang paling penting adalah karet dan minyak
kelapa sawit, mula-mula dari cadangan vang ditinggalkan oleh penguasa
Jepang dan kemudian dari perkebunan-perkebunan di Aceh Timur. Kopra dan
buah Pinang dan pemilik-pemilik kecl juga tinggi harganya di Malaya.
Perdagangan ini, sebagaimana halnya denpgan aparal administrasi dan
pasukan-pasukan militer berada di bawah pengawasan keras PUSA.
Angota-anggota PUSA diangkat untuk memimpin berbagai perusahaan dagang
vang dibiayai oleh pemenntah keresidenan tetapi tidak semua pendapatan eksor
ini digunakan untuk Aceh; karena itu orang-orang Aceh melukiskan daerah
mereka sebagai "daerah modal". Para pedagang Aceh menvumbangkan
sebagian dari keuntungan mereka untuk membantu perutusan Republik ke luar
negeri, dan pada tahun 1948, memben devisa untuk membeli dua pesawat
terbang. "

Pemerintah daerah Aceh pada masa setelah revolusi sosial berjalan
dengan otonomi yang hampir penuh. Para pemimpin PUSA dengan demikian

mendapat kesempatan untuk mengambil beberapa langkah permulaan sesual

S 1hicd hal. 32-42.
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dengan apa yang mereka anggap sebagai keharusan dalam Islam.
Langkah-langkah ini kelak setelah revolusi usai akan menajdi masalah yang
kontroversial antara Aceh dan pemenntah pusat. Persoalan vang lebih besar
ketimbang prakarsa kebijaksanaan mana pun juga adalah sikap vang mendasari
ulama Aceh; mereka mengira mereka akan memberikan sumbangan kepada
perdebatan mengenai ideologi nasional, dengan menunjukkan apa vang mereka
yakimi harus menjadi dasar bagi negara Indonesia selelah berakhimva masa
revolusi. Selama revolusi, Teungku Nur el lbrahimy, seorang ulama PUSA
terkenal, mengajukan alasan utama bagi "suatu negara vang berdasarkan
ideologi Islam”. Menjawab mereka vang berpendapat bahwa lslam merupakan
masalah pribadi, di luar kawasan politik, 12 menegaskan bahwa;

Dalam Al-Quranul Kanm kita mendapatkan bukti yang banyak
sekali bahwa Islam tidak hanya memberikan bimbingan kepada umat
manusia dalam persoalan keilahian dan kewajiban-kewajiban agama,
tetapl juga membenka bimbingan dalam masalah-masalah sosial,
schingga umat manusia benar-henar dapat mencapai kemakmuran dan
kebahagiaan dalam hidup 1 dan juga alam baka ...

Janganlah mengira bahwa semua hukum-hukum i hanya cocok
untuk abad unta, karena hukum-hukum tersebut juga cocok untuk abad
modemn, abad pesawat terbang, abad radio, atom; lagi pula
hukum-hukum tersebut cocok untuk masa depan yang belum terbayang
oleh umat manusia. "’

Dava tarik yang begitu kuat dan negara vang berdasarkan Islam itu
harus dilihat dari sudut keinginan yang mendesak uinuk melepaskan diri dari
kehinaan dijajah. Bagi ulama Aceh vyang pada tabun 1930-an dengan tegas

menghubungkan tujuan pembaharuan Islam dengan pembaharuan kembali

sejarah masyarakat, maka perjuangan harus memerlukan konsep negara Islam:

19 Tengku M. Nur El lbrahimy, “iskwm Dan Politic”, Kebanggeaem istaon, (Banda Aceh:
1948) hal. 5}1-52
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mengenai  sifat  manusia  oleh  Muslim  tidak  dianggap sebagai  suatu
pertentangan inelainkan  sebagat  suatu  ketegangan vang utama dalam
kepercayaan Islam.

Ketegangan ini penting sekali untuk memahami yang ada dalam pikiran
para ulama Aceh kalau mereka berbicara mengenai sebuah negara vang
berdasarkan Islam. Menurut mereka negara harus menaruh perhatian besar
pada kegeangan ini, dan menetapkan serta memajukan ajaran-ajaran agama
vang memberl motivasi kepada para pemeluknva gara berbuat menurut pnnsip
vang lebth tinggm dan pada kepentingan sendiri. Selamutnya, scbuah negara
Islam harus mengasuh dan melindungi masyarakat dengan kesadaran bersama
bahwa keadilan dan kebenaran hanya dapat terwujud melalui penyerahan din
sepemuhnya kepada Tuhan dan hukum-hukum-Nya. Bagaimana hentuk
kelembagaan negara seperti tu akan tetap tidak jelas, dan sampai tingkat
tertentu tidak relevan Pertanyaan yvang mendesak bagi para penganjur negara
Islam bukanlah mengenat lembaga-lembaga 1tu melamkan tentang bagaimana
kekuasaan atau wewenang pemerintah dapat digunakan untuk menciptakan dan
mempertahakan masyarakat beriman yang bersatu dan selaras. Kalau para
penganjur berbicara mengenai sebuah negara lslam, mereka biasanya sedikit
sekall mengatakan tentang negara itu sebagannmana adanya; vang penting bagi
mereka sebenamva 1alah kualitas masyarakat, dan negara hanya menjadi
pemikiran mereka yang scpanjang ia berguna bagi tujuan untuk mencapai

masvarakat vang diidam-idamkan,



87

Walaupun ulama PUSA selama revolusi tidak secara terang-terangan
mendesakkan klainnva tentang negara Isiam kepada pimpinan pusat Republik
vang terkepung itu hal 1m akan terjadi begitu Republik menang - meskipun
demikian mereka bermaksud untuk memberi cin Islam yang khusus kepada
revolusi di Aceh.

Para ulama melihat adanya hubungan vang erat antara kejujuran moral
dan kesalehan di satu pihak, dan kesadaran bermasyarakat dan kesadaran
berguna bagi semua di pihak lain. Dalam upayanya untuk meningkatkan moral
masvarakat, Gubernur Militer mengumumkan bahwa mereka vang dianggap
bersalah melakukan perjudian, perzinahan, atau pencurian, baik dikenakan
tuduhan secara resmi atau tidak, baik dibebaskan dari tuduhan atau tidak -
bahkan mereka yang hanya diduga melakukan pelangaran-pelanggaran tersebut
- dapat diasingkan demi kepentingan keamanan wmum. Pengabaian
syarat-syarat pembuktian seperti itu dengan sendirinya membuat marah para
ahli  hukum  didikan Belanda. Reakst negatif i menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan  vang mengganggu. Kata seorang pemimpin  PUSA,
“kami menghapuskan perjudian dan sebangsanva, tetapi dikatakan tidak
mempunyal wewenang hukum untuk bebuat demikian. Rupanya kami tidak
dapat melaksanakan cita-cita kami itu karena Pusat tetap menginginkan agar
kami mematuhi hukum Belanda™*

Usaha untuk menegakkan kejujuran moral diperluas  melalui

upacara-upacara keagamaan juga. Pada tahun 1948. Jawatan Urusan Agama

* Thid, hal. 38.
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Karesidenan bersama-sama dengan “para ulama seluruh Aceh” mengeluarkan
sebuah keputusan bersama vang welarang menjalankan berbagai praktek
kepercayaan tradisional vang dianggap sebagal tambahan setempat dan haram
menurut ajaran  Islam vang mumi. Larangan ini mencakup seluruh upacara
vang rumit yang berkaitan dengan kematian keselamatan vang disclenggarakan
pada waktu-waktu tertentu setelah penguburan seorang sanak-keluarga,
melakukan zikir dan lain-lain usaha permohonan kepada Tuhan atas nama
arwah vang sudah meninggal. Selain  itu, kaum reformis melarang
kebiasaan-kebiasaan orang-orang Aceh untuk memuja orang-orang suct seperti
pesta-pesta dan membaca Al-Qur'an serta memuja makam ulama tersohor vang
rahmat dan berkahnya diminta untuk mengabulkan suatu keinginan atau
menyembuhkan suatu penyakit.

Meskipun vang dimaksud oleh ulama PUSA bukanlah terutama tcntang
lembaga-lembaganya apabila mereka Dberbicara tentang penerapan hukum
Islam, namun mereka mau memperkokoh pembaruan-pembaruan di bidang
peradilan yang diadakan di masa pendudukan lepang. Pada bulan Agustus
1946, pemerintah karesidenan secara resmi membentuk pengadilan [slam di
beberapa tingkat pemernntahan dan sebuah pengadilan banding di Kutaraja,
tanpa otoritas pemenntah pusat. Pada bulan Januari 1947, Gubernur Sumatra
memberi instruksi. kepada semua residen di seluruh Sumatra untuk membentuk
pengadilan-pengadilan  agama, sebagian guna memenuhi permintaan adanva
pengadilan Islam & daerah Sumatra lainnya yang berbeda dengan di Aceh,

karena persoalan pengadilan agama tidak dipisahkan oleh penguasa Jepang dari
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pengadilan-pengadilan adat, dan sebagian lagi untuk menguasai, apa yang
menurut Danel LeV. "apa vyang tampaknya sebagai suatu keadaan vang
acak-acakan di Aceh"”.

Sejak adanya keadaan Islam di Aceh, para pemmpin setempat lebih
suka menafsirkan instruksi gubermnur itu sebagai peluasan wewenang bag
pengadilan-pengadilan  itu.  Sejak  mulanya, pengadilan Islam  mempunyai
yunidiksi  atas  persoalan-persoalan  keluarga yang dipandang sebagai
kepentingan tradisional pengadilan-pengadilan agama. Yang lebih menjadikan
permasalahan lagi berkenaan dengan wewenang pengadilan adalah pokok
persoalan tentang warisan dan perwalian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Aceh memutuskan bahwa warisan tegas-tegas menjadi wewenang pengadilan
Islam dan menolak hak pengadilan sipil (negeri) untuk memeriksa perkara
warisan.

Prakarsa pengadilan ini kemudian menjadi pokok persoalan perdebatan
antara pusat dan Aceh, yang mencerminkan masalah vang lebih besar, vaitu
mengenai  apakah pemerintah pusat pasca-revolusi  mengakui  adanya
pemerintah Republik vang sah selama revolust di Aceh. Baru sepuluh tahun
kemudian pemerintah pusat menetapkan bahwa instruksi gubernur pada bulan
Januari 947 mengenai pembentukan pengadilan-pengadilan Islam di Sumatra

merupakan tindakan sah Republik. Penundaan pengesahan Instruksi gubemur
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itu membuat ragu seluruh aparat hukum Islam di Sumatra dan, bags
pemimpin-pemimpin PUSA, merupakan pertanda vang menggelisahkan, ™!
Persoalan penting lainnva dalam agenda PUSA ialah masa depan
madrasah. Bagi para pemimpin PUSA madrasah merupakan dasar perjuangan
untuk memerdekakan. Pada tahun 1946, pemerintah keresidenan menetapkan
bahwa madarasah adalah sekolah negeri vang memperoleh subsidi dan
pemerintah dan para pengajarnya mendapat gaji dan pemerintah. Dapat diduga,
langkah ini telah mendorong semakin banyaknya sekolah-sekolah agama.
Menjelang akhir revolusi, pemerintah keresidenan membiayai lebih dan dua
ratus madrasah. Meskipun ulama reformis mengangap pemberian dukungan
kepada madrasah itu sebagai hal vang wajar, namun mereka pun menyadari
kemungkinan banyaknya masalah vang akan timbul daripadanya. Kalau para
pejabat pemerintah pusat mengunjungi Aceh, pertanvaan vang digjukan selalu
apa yvang harus dilakukan terhadap madrasah vang disubsidi oleh pemerintah.
Sebab pemerintah daerah lain tidak ada yang mengambil alih sepenuhnya
tanggung jawab bagi pendidikan dasar Islam Tetapi tidak ada ketetapan
pemenntah pusat yang datang untuk mengatur apa vang dianggap oleh para
pejabat departemen pendidikan sebagai suatu keadaan yang sangat luar biasa
itu. Adanya komitmen yang kuat terhadap pendidikan dasar vang berlandaskan
agama, dipadukan dengan kewaspadaan terhadap adanya kekuatan-kekuatan
vang tidak menghendaki madrasah menjadi bagian dari pendidikan negeri,

mendorong para pemimpin PUSA  untuk mengajukan usul pengintegrasian

*'Pembahasan atas masalah ini. lihat Soutjan Hamzah. "Kedudukan Pengadilan Agama di
Sumatra "Adimber Indonesia 39, (24 September f933): 10-12.
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madrasah dan sekolahsekolah desa. Hasilnva, tak ada penggabungan. Juga
usaha-usaha selanjuinva untuk menggabungkan sekolah-sekolah dasar agama
dan sekuler tidak berhasil, karena pemerintah pusat tidak bersedia mengizinkan
adanya prakarsa setempat vang luar biasa semacam itu. Tetapi gagasan bahwa
anak-anak Aceh harus mendapatkan pendidikan vang didasarkan pada model
madarasah masih tetap ada Selama rtevolusi, para pemimpin PUSA berhasil
melembagakan madrasah sedemikian rupa sehingga tidak dapat begitu saja
dibongkar oleh apara pejabat departemen pendidikan pusat di Jakarta vang
tidak menyukainya.

Menyusul agresi militer kedua Belanda terhadap Republik pada akhir
Desember 1948, otonomi pimpinan Aceh bertambah, karena tentara Belanda
menawan para pemimpin pusat Republik dam karena hubungan kubu
pertahanan Republik di Sumatra dengan Jawa terputus. Pada buian Juli 1949,
perundingan-perundingan antara Indonesia-Belanda menghasilkan
dibebaskannva para pemimpin tinggi Republik. Mengingat prospek yang tidak
menentu bagi kelanjutan perundingan dengan Belanda, Presiden Sukamo lalu
mengangkat Syafruddin Prawiranegara sebagai Wakil Perdana Menteri dan
memberi kuasa untuk membuat peraturan-peraturan pemerintah bagi Sumatra,
vang dapat ditimau kembali oleh pemerintah pusat. Atas desakan para
pemimpin Acch, Syafruddin menggunakan kekuasaan luar biasanya ini untuk
mengeluarkan keputusan pemerintah vang menjadikan Aceh untuk membentuk
provinsi tersendin. Ketetapan vang dikeluarkan dalam bulan Desember 1949

ini, terjadi hanya beberapa hani setelah penverahan kedaulatan secara resmi dari



scbagai sebagian dan warisan revolusi bangsa vang sah dan bemilai. Salah satu
akibat revolusi yang rtupanva diperlukan bagi berhasilnva hubungan dengan
pusat. Keahlian 1tu ialah  penguasaan bahasa kolonial (Belanda) vyang
memungkinkan sama-sama merasakan apa vang dipikirkan oleh elite nasional
itu. Karena mereka tidak menguasal bahasa kolonial dan tidak menuliki
pengalaman vang sama dan pengertian vang terkandung di dalam bahasa
tersebut, maka kaum sosial revolusioner Aceh pada masa pasca-revolusi tidak
bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan enak dan efektif di Jakarta
pasca-revolusi, di mana bahasa Belanda memegang peranan penting.

Lebih jauh, kaum revolusioner Aceh itu mulat berpikir tentang
bagaimana menjadikan negara pasca-revolusi sebuah negara vang akan
berlandaskan pada apa vang mereka anggap sebagai perintah Islam.

Akan tetapi, Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara Islam. Karena
putus asa dalam mencapai tuyuan inilah, maka dalam tahun 1953 kaum
revolusioner Aceh itu  kembali ke pegunungan untuk mengadakan
pemberontakan terhadap pemenntah pusat vang mercka anggap sebagai
pemerintah sekuler. Sepanjang waktu, orang-orang Acch itu sangat berhati-hati
untuk menganggap pemberontakan mereka sebagai bagian dari perjuangan
Islam Indonesia. Mereka selalu menyatakan bahwa perjuangan mereka itu

sendiri adalah peninggalan revolusi nasional.
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Kesimpulan

Dari paparan tultsan i, penualis dapat menyimpulkan tiga hal:
Walaupun Belanda tdak Tama menguasar Acch, politik pasilikasinva
dengan  membenturkan  kelompok  stratifikasi sostal - di Aceh  telah
mentmbulkan  kecemburuan politik dan pejala dalam masyarakat Aceh.
Dalam masa Sultan Aceh kedudukan Ulama dan adat  berhasil dipangku
dalam rangkulan kerajaan dengan ungkapan sangat mams “ddat bak
Pamcurcuhaem, Hiukum bak Sviah Kuala”, vang menandai akurnya dua
komponen hukum masyarakat di Aceh. Bclanda berhasil memccah belah
dua kelompok tersebut dengan politik devide ef impera yang mencmpatkan
kaum Ulechalang dia atas  scgala struktur masvarakal Acch. Berbeda
dengan Belanda, Jepang merubah pola pendekatannya. Mcereka mendekat
kelompok  wlama,  vang  menyehabkan  kecemburvan polink kaum
NMeebalang. Ulama dianggap oleh Uleebalang tidak ahly datam bidang,
administrasi pemenintahan. Jepang juga menerapkan politik - ganda
terhadap dua kelompak ini vang akhirnya memunculkan benih-benih
konflik baru sepeninggalnya Jepang,

Revolusi sosial Aceh adalah perebutan kekuasaan dari Uleebazlang oleh
kaum Ulama denuan memobilisasi massa. Ulama mendapat dukungan dari
masvarakat dalam  menghancurkan rezim Uleebalang, Scjarah  telah

mencatat bahwa kekerasan tidak dapat dihindari dalam peristisva i,

l)‘
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-

3. Dalam kendah ulama, pemerintahan dibangun atas dasar isu-isu moral
dafam mengembangkan dacrah modal schagai basis Republik Indonesia.
Ulama telah menunjukkan kesetiaan vang nvata terhadap republik, hal ini
nyata terhhat dalam dekade 1945-1949. Dalam dekade int Republik
Indonesia - masth - menghadapr  problem-problem  berat,  ulama  telah
mensponsort perjuangan rakvat Acch untuk kepentingan nasionalismenya.
Kesadaran  untuk memerangi  sisa-sisa pengkhianat  negara,  telah
memunculkan barisan “sakit hati™ terhadap kekuasaannya. Kegalauan
ulama terhadap moralitas kepemimpinan pusal, rasa harga din, perasaan
otonomi dan derajat  kemandirniannya untuk membangun Aceh
menycbabkan munculnva ketegangan dengan pemerintah pusat. Ulama
kembali ke hutan bersenandung jthad melawan kebejatan moral vang
ditafsirkan secara sepihak oleh pusat bahwa mereka adalah pemberontak.
Beralihnya kekuasaan kepada ulama tidak bisa dilepaskan dari latar
perechutan kekuasaannya, kelanjutan dari perebutan kekuasaan ini akan
terus berkepanjangan, intrik-intrik. Sisa-sisa dendam masa falu secara
turun ecmurun  telah menyebabkan  Aceh  terperosok  dalam jurang
kehancuran. Peristivva DY/TI, Gerakan Aceh Merdeka, kekerasan masa
Orde Baru, kckacauan sosial adalah himpitan masa falu vang bagaikan

benang kusut vang sulit dicart ujung pangkalnya.

B. Saran-saran
Dalam  penulisan int, penulis menemukan tiga hat vang periu

dipikickan bersama tiga hat tersebut adalah:
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2

9h

Kompicktisitas kelompok dalam masvarakat memerlukan studi Khosus
mengenat lopik e, perbedaan pendapat vang sangal jam antara Tengku
Muh Daud Beurcuch denpan Tengku Hasan  Krucng Kale dan Tengku
Hasan Tam jabat dua orang uwtama tradistonal, memerlukan kajian
sclengkapnya tentang karakteristik ulama & Aceh, Begitu juga dengan
pelansast dalam tubuh Uleebalang, batk yang pro dan kontra. Penclusuran
ini tentunya akan menambah bibhiografi baru kepustakaan tentang Acch.

Ribliogralt - Aceh  vang  tersebar  luas,  perlu ditclususn sisi-sisi

komplektisitas pemahaman sumber, subjektifitas penulis karena faktor
tatar belakangnya memerlukan kajian baru tentang klasitikasi bibliograli
Aceh, dalam hal penclusuran sejarah penuhisannya, ungkapan tulisan
tentang “istariografio Acet”™  merupakan kebutuhan mutlak  datam

mengkaji Aceh secara komperhensif,

Dalam menyelesatkan problem Aceh, jalan terbatk saat int adalah dengan

melakukan  dialog  antar berbagai  komponen  masavarakat — Acch.
Pemahaman sejarah benar tentang ke-Acch-an akan membual penyelesaian

acch secara damai dan utuh tercapar.

PENUTUP

Akhirmya sebagal pemula dalam menghasilkan karva 1lomah, Penutis

menvadari masih banyak kekurangan, besar harapan kritik, masukan dan saran

dari semua pihak untuk memperbatki thsan i agae dapat menghasilkan yang

terbark di masa-masa vang akan datang,
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BIODATA PENULIS

» Safan Daud

Beureunun, 1 Agustus 1975

(2

PR

0.

—

UJ

- M. Daud AlL
- Zainabun

MIN Jeuram

. Pesantren Darul IFatah Jeuram
. SDN Bengga
MITSN Jeuram

. Pesantren MT's. Terpado Jeuram

MAPK Banda Acch

. Bahasa dan Sastra Arab

IAIN Sunan Kalijaga

- S¢jarah Peradaban Islam

[AIN Sunan Kalijaga

. Ketua PHBI MIN Jeuram
- Wakil Ketua OSI1S MTsN Jearam

. Koordinator Kaderisasi Pelajar

[slam Indonesia (P11) Ranting

MAN Banda Acch

Koordinator Kaderisast PMII

Rayon I'ak. Adab IAIN

Sunan Kalijaga

- Pemimpin Umum Majalah

Literasia Fak. Adab IAIN

Sunan Kalijaga

- Anggota Kaderisasi PMI]

Komisariat JAIN Sunan Kaltjaga

- Sckreraris PMIT Cabang  Dacrah

fstimewa Yogvakarta

(1983-1987)
(1985-1987)
(1987-1988)
(1989-1991)
(1990-1991)
(1991-1994)
(1994-1997)
(1997-2001)

(1987)
(1989-1990)

(1992-1994)

(1994-1995)

(1995)

(1996-1997)

(1999-2001)



Prestase; 1.

D

LA

0.

8. Sekjend Senat Mahasiswa TAIN
Sunan Kalijaga

9. Anggota Senat AIN Sunan Kalijaga
Perwakilan Mahasiswa

10. Koordinator Seksi Agama Taman
Pelajar Atjch (TPA) Dacrah
Istimewa Aceh \(05‘(f‘l‘*“rf‘°

I'l. Ketua PHBI Masjid IAIN Sunan
Kalijaga

12, Direktor Taman Pengajian dan
Pengabdian Anak (TP2A) Masjid
IAIN Sunan Kalijaga

13, Ketua Forum Kajpan Masyarakat
(FKM) Lintas Lembaga Mahasiswa
IAIN Sunan Kalijaga

Juara 1 Pidato antar Stswa MIN Jeuram

CJuara 1] Pidato antar Santry Pesantren Darul Falah
CJuara 1 Prdato antar Siswa MTsN Yeuram

duara I Cerdas Cermat antar SETP

Kecamalan Scunagan

CJuara 1 Pidato antar Santrt Pesantren Dua Kabupaten

Acch Barat dan Acch Sclatan
Punpinan Sidang Temu Karya Senat Mahasiswa
Perguruan Tingg Agama Islam Se-Indonesia

di Salatiga

. Peserta Lokakarva Nasional Lembaga Legislatif

Mahasiswa PTAIN-PTAIS se-Indonesia di Bandung

. Pemenang [ Lomba Karva Tulis Hmiah (LKTI)

Nasional Departemen Agama R1

(1999-2001)

(2001-sckarang)

(1997-1998)

(1997-1999)

{1998-1999)

(1999-2000)
(1987)
(1987)
(1989)

(1990)

(1990)

(2000)

(2000)

(2001



Pengalaman Kerga:

|95

. Tutor/Ustadz (Guru Ngaji) PTMAQ SPA

Youvakarta

Staf Pengasar Bahasa Arab BALATSA

SPA Yogvakarta

. Koordinator Guru Ngaji TP2A Masjid

IAIN Sunan Kalijaga

- Guru Honorer MAN Lab. IFak, Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

(1994)

(1994)

(1997-1999)

(2001)
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